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ABSTRAK

Nama : Rossy Lizharianty
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PENERAPAN PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

MENURUT PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perceraian merupakan suatu hal yang semakin sering terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Mengenai tata cara perceraian itu sendiri diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksananya. Akan tetapi
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan terdapat istilah baru yang menyangkut perceraian yaitu pembatalan
perceraian yang terdapat pada Pasal 43. Sementara di dalam Undang-undang Perkawinan,
peraturan pelaksanaannya dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun tidak terdapat
pasal yang mengatur mengenai pembatalan perceraian maupun pencatatannya, oleh
karena itulah menarik untuk dilakukan penelitian agar diketahui mengenai penerapan
pembatalan perceraian dan pencatatannya dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari latar belakang tersebut
maka pokok permasalahan yang ada yaitu apakah pembatalan perceraian dapat
diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia, apa saja yang menjadi faktor latar
belakang terjadinya pembatalan perceraian dan bagaimana pemberlakuan pencatatan
pembatalan perceraian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis
ini adalah metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data yang
digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Akhirnya penulis
memperoleh kesimpulan bahwa pembatalan perceraian dapat terjadi karena adanya
beberapa faktor yang melatar belakanginya. Pembatalan perceraian dapatlah diberlakukan
untuk warga negara Indonesia selain yang beragama Islam dengan adanya keputusan dari
pengadilan. Adapun faktor yang melatarbelakanginya yaitu karena kepentingan anak,
adanya dorongan keluarga dan salah satu pihak tidak menerima hasil putusan. Pencatatan
pembatalan perceraian dapat diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah
didaftar tetapi harus mengingat ajaran agama, selama agama tidak melarang maka hal itu
dapat dilakukan. Penulis mengajukan saran bahwa perlu diadakannya penyuluhan
mengenai arti pembatalan perceraian dan tujuan pencatatan pembatalan perceraian oleh
lembaga yang berwenang kepada seluruh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil agar
kantor-kantor tersebut dapat mengerti akan arti dan tujuan dari pembatalan perceraian
dan pencatatannya sehingga dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Kata kunci : Perceraian, pembatalan perceraian, catatan sipil
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ABSTRACT

Name : Rossy Lizharianty
Studi Programme : Master of Notary
Title : APPLICATION ON THE REGISTRY OF DIVORCE

RECOVATION ACCORDING TO ARTICLE 43 LAW
NUMBER 23 OF 2006 REGARDING POPULATION
ADMINISTRATION

Divorce is a thing that is increasingly often happened in public life. About divorce
procedures of itself arranged in Law Number 1 of 1974 connubial and regulation of its.
However with invitors Law Number 23 of 2006 about Population Administration there is
new term concerning divorce that is cancellation of divorce of found on article 43. While
in Law of Marriage, regulation of the execution and Civil code also there are no section
arranging about cancellation of the divorce and also record keeping, along of that is
interesting to be done research to be known about cancellation applying of the divorce
and record keeping with implementing of Law Number 23 of 2006 about Population
Administration. Based on the background, writer proposes basic issue below, if
cancellation of separation can be applied for each Indonesian National, what kind of
factor does cause the occurrence of the said separation, and how to apply record on the
separation. Research method used by writer in this thesis is normatively juridical library
research method. Data used in this thesis is secondary abtained from library and primary
data obtained from interview results. Finally, writer concludes that the cancellation can
occur due to several factors. The cancellation can be made but only for Indonesian
National other than those who are Islamic follower by the rulling from court. As for
factor surrounding it is because chlid importance, existence of motivation of family and
one of the parties doesn't receive result of decision. Record on separation cancellation can
be applied due to the said separation to justice decision which have been enlisted but
having to remembers religion teaching, during religion doesn't prohibit hence that thing
can done. Writer also gives recommendation that counseling regarding the meaning of
the cancellation and aims of records on the separation should be made to all offices can

understand the meaning and aims from the cancellation thereby socializing in the
community.

Keyword : Divorce, cancellation of the divorce
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BABI1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Manusia adalah mahluk sosial yang artinya bahwa meskipun manusia
pada umumnya dilahirkan seorang diri tapi tetap manusia itu mempunyai
naluri untuk hidup bersama dengan orang lain yaitu secara berkelompok.
Kelompok awal yang terbentuk oleh seorang manusia dari yang paling
terkecil adalah keluarga yang menjadi awal mulanya kehidupan berkelompok
yaitu suatu kehidupan antara seorang wanita dengan seorang pria secara
bersama yang dijalin secara sah menurut agama dan hukum Negara yaitu
dengan ikatan perkawinan.
Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis
kelaminnya secara alamiah mempunyai daya tarik menarik
antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersamg atau
secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan
lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarlga dan
rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.
Perkawinan pada dasarnya diinginkan akan berlangsung secara terus
menerus sepanjang hidup mereka yang menjalaninya untuk mendapatkan
keturunan dan menuju kehidupan bersama yang bahagia, namun demikian
perkawinan kadangkala tidak dapat selamanya berlangsung dengan baik dan

abadi. Karena adakalanya dalam suatu perkawinan timbul permasalahan yang

membuat buruk keadaan dalam perkawinan tersebut, sehingga dilihat dari

! Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azaz-4zaz Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta :

PT. Bina Aksara, 1987), him. 1.
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sudut apapun perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik

diputuskan. Oleh karena itulah terjadinya perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan
hakim  atas tuntutan salah satu  pihak  dalam
perkawinan Undang-undang tidak membolehkan perceraian
dengan permufakatan saja antara suami isteri, tetapi harus ada
alasan yang sah.?

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian itu tidak dapat dilakukan

dengan mudah, schingga pada intinya adalah proses perceraian merupakan

jalan terakhir untuk memutuskan tali perkawinan. Perceraian menurut garig

hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagyi

jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian dilakukan schingga tidak ada jalap

lain kecuali hanya perceraian. Perceraian hanya sebagai jala® youlgterakhir.

Prinsip mempersukar ferjadinya perceraian yang dianut
Undang-undang Perkawinan adalah sejalan dengan prinsip
yang dianut oleh hukum agama Islam, dimana walaupun suami
mempunyai kewenangan untuk menceraikan istrinya namun
kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh
dipergunakannya  dengan  sewenang-wenang  tetapi
kewenangan yang hanya boleh dipergunakan oleh suamji

sebagai pintu darurat.

Maka dari itu walaupun hukum Islam mengizinkan perceraian, tetap

saja perceraian tersebut dianggap sebagai hal yang buruk. Ada suatu agama

Kristen dan Katolik yang tidak memungkinkan perceraian. Walaupun

demikian dibuka kemungkinan untuk mengadakan pemisahan meja dan

_—

SUbCkli: Pokok-Pokok Hulum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 1994), him. 42.
H.M. Djamil Latif. Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia.

1985). him. 120.
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ranjang.* Sedangkan bagi umat Hindu dan Budha, perceraian ditangani oleh
Pengadilan Negeri dimana hanya ada cerai gugatan’ Pada dasarnya
pengaturan perceraian di dalam undang-undang itu berlaku sepanjang
memang hukum agama tidak menentukan lain. Jadi bukan berarti karena
undang-undang mengatur perceraian, maka perceraian dapat dilaksanakan
dengan mudah tetap akan memperhatikan ketentuan dari hukum agama dan
kepercayaan masing-masing.

Perceraian terjadi setelah berlangsungnya perkawinan. Perceraian
tidak ada kaitannya dengan prosedur dan syarat perkawinan, sehingga secara
umum dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh suami
isteri tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan prosedur
perkawinan, namun dalam perjalanan selama perkawinan timbul masalah ada
ketidakcocokan atau telah terjadi percekcokkan. Berdasarkan hal tersebut
maka suami atau isteri dapat mengajukan persoalan atau gugatan ke
pengadilan untuk menuntut perceraian dengan menggunakan alasan-alasan
yang diatur dalam undang-undang secara limitatif, yaitu terdapat pada
Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Prosedur perceraian diatur secara rinci dalam undang-undang
dan melalui suatu proses yang panjang dengan prosedur upaya mendamaikan
suami isteri dilakukan terlebih dahulu. Apabila ternyata suami isteri tidak bisa
berdamai dan telah memutuskan untuk bercerai maka pengadilan

memutuskan perkawinan suami isteri tersebut dengan keputusan perceraian.

* Ridhwan Indra. Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1994).

hm. 111.

5 Latif, Op.Cit.
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Selanjutnya untuk dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan
mengikat maka keputusan hakim mengenai perceraian itu harus didaftarkan
ke Kantor Catatan Sipil.

Apabila suami isteri setelah putusan pengadilan berpikir akan hidup
rukun kembali atau rujuk, maka suami isteri tersebut dapat melakukan upaya
hukum, misalnya tidak mendaftarkan keputusan pengadilan ke Kantor
Catatan Sipil, karena jika dalam jangka waktu enam bulan tidak didaftarkan
maka putusan pengadilan tersebut menjadi gugur dan tidak terjadi perceraian
sehingga suami isteri tersebut tidak boleh menggugat cerai atas dasar alasan
yang sama. Apabila suami isteri tersebut telah mengajukan gugatan bercerai
dan gugatan tersebut dikabulkan, sehingga diputuskan bercerai bagi suami
isteri yang bersangkutan, maka putusan pengadilan tersebut harus
didaftarkan Jika setelah pendaftaran keputusan mengikat, sehingga
PeICeraian telah terjadi antara suami isteri tersebut, dan akibat hukum
perceraian berlaky bagi suami isteri yang bersangkutan. Apabila suami isteri
tersebut akan berdamaj lagi atau rujuk kembali, maka proses yang dilakukan
ialah melakukan perkawinan kembali. Karena dalam perundang-undangan
Perkawinan dan keluarga yang ada tidak dikenal pengaturan mengenai
Pembatalan perceraian,

Di setiap negara mempunyai kaidah-kaidah hukum yang mengatur
mengenai perkawinan dan perceraian yang berbeda antara suatu negara
dengan hegara yang lainnya dimana hukum suatu negara itu disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Seperti di Indonesia

perkawinan diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor
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1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perceraian itu sendiri pun diatur di
dalamnya. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan
landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah
berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia. Dengan demikian
maka sasaran undang-undang perkawinan dapat disimpulkan, mengusahakan
terciptanya unifikasi hukum.®

Dalam hal masalah perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1
tahun 1974, mengenai tata cara dan persyaratan-persyaratannya yang pada
dasarnya adalah undang-undang ini mempersulit untuk terjadinya perceraian
karena untuk dapat bercerai tidak dengan mudah tetapi haruslah ada alasan-
alasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan hanya dapat
dilakukan dihadapan hakim dan akta perceraiannya harus di daftarkan di
kantor yang berwenang.

Apabila setelah perceraian tetapi ternyata pasangan suami isteri
tersebut merasa menyesal telah bercerai, ada satu kemungkinan mereka akan
berniat untuk menyatukan kembali perkawinannya yang telah putus tersebut.
Akan tetapi untuk menyatukan kembali perkawinannya tersebut juga tidak
dapat dilakukan dengan mudah, karena di dalam undang-undang perkawinan
tidak terdapat pengaturan mengenai perceraian yang sudah terjadi kemudian
dibatalkan.

Gambaran sementara yang dapat dilukiskan ialah suami isteri telah

melangsungkan perceraian dan pengadilan telah memutuskan mengenai

¢ Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tetang Perkawinan

Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannyva, (Jakarta : CV. Gitama Jaya. 2003), him. 1.
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perceraiannya, selanjutnya suami isteri itu mendaftarkan putusan
pengadilannya itu ke Kantor Pencatat Perkawinan, maka dengan
didaftarkannya putusan tersebut berarti putusan itu mempunyai kekuatan
tetap dan perceraian telah berlaku atau terjadi bagi suami isteri yang
bersangkutan. Selama berjalannya waktu, kemudian suami isteri ternyata
akan membatalkan perceraiannya atau dengan istilah yang lazim adalah rujuk
kembali, maka itu artinya suami isteri tersebut akan melakukan pembatalan
perceraian. Konsep ini yang menurut analisa sementara paling mendekati
dengan pengertian pembatalan perceraian.

Dapat diketahui bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak dijelaskan mengenai
pengertian dari pencatatan pembatalan perceraian. Begitupun dengan tujuan
dari adanya pembatalan perceraian yang belum dapat dianalisa dengan pasti,
dapat menimbulkan persepsi bahwa pembatalan perceraian itu dipakai untuk
menyelundupi Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan bahwa adanya perceraian suami isteri ke dua kalinya, maka
diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.

Dalam masyarakat pencatatan pembatalan perceraian merupakan
istilah dan pengertian yang baru dan asing. Sementara di dalam Undang-
undang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun tidak
terdapat pasal yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan perceraian,
oleh karena itulah menarik untuk dilakukan penelitian agar diketahui

mengenai penerapan pembatalan perceraian dengan diberlakukannya

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah pembatalan perceraian dapat diberlakukan bagi setiap warga
Negara Indonesia?
2. Apa saja yang menjadi faktor latar belakang terjadinya pembatalan
perceraian?

3. Bagaimana pemberlakuan pencatatan pembatalan perceraian?

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk
memperoleh data-data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara
rinci. Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan
adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data
selunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer
merupakan data yang diperoleh dari masyarakat. Adapun alat pengumpulan

data yang dipergunakan adalah :
1. Studi kepustakaan

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain Undang-

undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan tujuan

memperoleh ketentuan yuridis tentang penerapan pencatatan

pembatalan perceraian. Bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-
buku tentang Hukum Keluarga, Perkawinan dan Perceraian.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus lengkap Bahasa

Indonesia dan kamus Hukum mengenai istilah-istilah hukum sebagai

penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan

dibahas.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpul data, yang
menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan pirlldug i
(pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan). Alat ini
dipergunakan untuk memperoleh jawaban tentang apa saja hal-hal
yang akan diketahui sehubungan dengan suatu hal, bagaimana yang
dirasakan, tentang pengalaman, apa yang f:‘liingat, P_lllha“ sikap, hal-
hal yang menjadi dasar atau alasan, dan lain sebagainya. Wawancara
merupakan alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan

.
seakurat mungkin.

7 Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, et al, Metode Pene{ifa.*? Dan Penulisan
Flulum. Jakarta - Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. him. 51.
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Melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan
permasalahan yang diteliti, yaitu terhadap informan dari Kantor
Catatan Sipil Kotamadya Bogor, informan dari Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Komisi II, Pengacara dan Hakim dari Pengadilan
Negeri Bogor. Tipe wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu
wawancara berfokus merupakan wawancara yang dilakukan secara
mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data
guna mendukung serta memperoleh pengetahuan tentang topik yang
akan dibahas.
Penulis menggunakan metode analisis data dengan pendekatan
kualitatif yaitu memberikan gambaran secara deskriptif analitis hasil dari

penelitian.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan secara keseluruhan terdiri atas tiga bab, dengan

sistematika sebagai berikut ;

BAB 1 Pendahuluan
Pada bab ini memuat uraién mengenai latar belakang,
berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang tersebut maka
dapatlah dirumuskan pokok permasalahan. Berikutnya adalah

metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.
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BABII Bab ini berisikan teori dan pembahasan yang terdiri dari dua

sub bab yaitu :

A. Pembatalan Perceraian dan Permasalahannya
Sub bab ini berisi tentang pengaturan pembatalan
perceraian, pengantar, pengertian perceraian, alasan
perceraian, prosedur perceraian, akibat hukum perceraian,
pembatalan perceraian dan pengaturan pembatalan
perceraian.

B. Analisa
Dalam sub bab ini membahas mengenai penerapan
pencatatan  pembatalan  perceraian berikut dengan

pengertian dan maksud dari pencatatan pembatalan

perceraian.

BAB III Penutup :

Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran dari 4

pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Penerapan pencatatan..., Rossy Lizharianty, FH Ul, 2008



BAB 11

PEMBATALAN PERCERAIAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengaturan Pembatalan Perceraian
1. Pengantar

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana undang-undang perkawinan
telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam sidang
plenonya pada tanggal 22 Desember 1973, rancangan undang-undang itu
disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia pada
tanggal 2 Januari 1974 dan disebutkan dengan nama Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga diundangkan oleh Menteri/Sekretaris
Negara pada tanggal yang sama. Dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 maka mulailah suatu masa baru dalam hukum
perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara
Indonesia yang diharapkan dapat menghapus pluralisme hukum perkawinan
menuju era unifikasi hukum.

Sudah menjadi kenyataan bahwa pada setiap manusia dikodratkan
untuk mempunyai pasangannya masing-masing yaitu antara seorang laki-laki
dengan seorang wanita yang akan disahkan untuk hidup bersama. Dengan
adanya hidup bersama ini dapat memungkinkan timbulnya beberapa

permasalahan dilingkungan masyarakat. Kemungkinan permasalahan yang
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akan timbul apabila dilihat dari faktor yang dekat yaitu dari hidup bersama
antara laki-laki dan perempuan maka mereka akan menyendirikan diri dari
masyarakat lingkungannya, dan apabila dilihat dari faktor yang jauh yaitu
dimasa yang akan datang keturunan mereka akan membuat suatu keluarga yang
tersendiri. Dengan permasalahan yang akan timbul dari hidup bersama inilah,
diperlukan adanya suatu peraturan akan hidup bersama bagi masyarakat yang
menyangkut peresmian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama. Peraturan
ini yang menimbulkan pengertian perkawinan.

Perkawinan adalah suatu pengesahan yang ditunjukan untuk seorang
laki-laki dan seorang wanita agar dapat hidup bersama serta mengadakan
hubungan seksual dengan tujuan memperoleh keturunan. Pengesahan disinj
adalah berarti bahwa memang sangat diperlukan status sah atau tidaknya suatu
perkawinan agar mendapatkan ketenteraman dan kesejahteraan bagi pasanganp
suami isteri tersebut. Menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Perkawinan
adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat
(biologi).8 Pendapat ini dikatakan, walaupun bersetubuh merupakan salah saty
faktor penting untuk hidup bersama, tetapi mungkin juga ada hidup bersama
tersebut dilakukan tanpa adanya persetubuhan, misalnya perkawinan antara dua
orang yang lanjut usia.

Di Indonesia pengertian perkawinan diatur oleh hukum yang berlaky

yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam

Pasal 1 nya menegaskan bahwa :

® R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Sumur Bandung,

1960), him. 8.
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Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan
keTuhanan Yang Maha Esa.’

Oleh karena merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
maka bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan
nafsu biologis semata tetapi merupakan sesuatu yang sakral!° Berikut
Penjelasannya yang terdapat didalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 bahwa :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama
ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai
hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga
perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/rohani juga
mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia
rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan
perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban
orang tua.'?

Jelaslah bahwa pengertian perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hidup bersama dalam lahir dan
batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bertujuan
membentuk keluarga yang bahagia dengan antara lain mendapatkan keturunan,
yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi suami isteri tersebut untuk
memelihara dan mendidik keturunannya itu berdasafkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Dengan demikian sebenarnya dalam suatu perkawinan mengandung

satu tujuan suci yaitu mengatur, menjaga, dan menjamin pergaulan hidup

? Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 TLN No. 3019
Tahun 1974, Pasal 1.

'% Lili Rasyidi, Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, (Bandung : Alumni, 1983), him.1.

"' Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Op., Cit, Penjelasan Pasal 1.
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bersama diantara suami isteri mengenai sikap tindak untuk selalu seiring
sejalan dalam membina rumah tangganya.

Burgerlijk Wetboek (BW) yang masih berlaku di Indonesia, tidak
memuat suatu penentuan arti (definisi) dari perkawinan, melainkan pada Pasal
26 BW hanya ditentukan bahwa Undang-undang memandang perkawinan
hanya dari sudut perhubungannya dengan Hukum Perdata. Artinya terlepas dari
peraturan-peraturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu
agama tertentu.'> Jadi menurut BW di dalam perkawinan terdapat unsur
persetujuan yang sejak awalnya sudah ditentukan oleh hukum isi dari
persetujuan antara suami isteri tersebut. Oleh karena itu tata cara yang
mengandung unsur keagamaan tidak termasuk persetujuan itu, maksudnya
yaitu bila antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat untuk
melakukan perjanjian perkawinan maka mereka harus dapat mentaati
peraturan-peraturan hukum yang berlaku untuk dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing selama dan sesudah perkawinan itu berlangsung.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat satu pasal pun
mengenai definisi perkawinan karena itulah ilmu hukum mencoba membuat
suatu rumusan mengenai pengertian perkawinan yang disimpulkan dari
ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mengatur perkawinan dalam
keselumhannya. Perkawinan merupakan suatu persekutuan antara seorang pria
dan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara dan

bertujuan menyelenggarakan suatu persekutuan hidup yang kekal dan abadi.

'* Prodjodikoro. Op. Cit, him. 8.
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Perkawinan merupakan kebutuhan fitri bagi setiap manusia yang akan

memberikan banyak hasil penting diantaranya adalah :

1.

Pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat
menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan merupakan perlindungan bagi
seorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan; orang dapat
menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan
penderitaan;

Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap
orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya
dalam lingkungan yang aman dan tenang. Orang harus menikmati perilaku
seksual dengan cara yang benar dan wajar.

Reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Melalui
perkawinan, perkembangbiakan manusia akan berlanjut. Anak-anak adalah
hasil dari perkawinan dan merupakan faktor-faktor penting dalam
memantapkan pondasi keluarga dan juga merupakan sumber kebahagiaan
sejati bagi orang tua mereka.

Dalam rumusan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha

Esa. Jadi tujuan dari perkawinan itu mempunyai tujuan suci, yaitu membentuk

satu rumah tangga yang bahagia lahir dan batin untuk selama-lamanya. Bahagia

lahiriah dalam arti bahwa tercukupi akan kebutuhan sandang dan pangan serta

mempunyai keturunan yang sah dan dalam jumlah yang tidak melebihi
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kemampuan agar kebutuhan pendidikan maupun pengawasan kepada anak
dapat terjamin dengan baik. Sedangkan bahagia batiniah berarti hidup rukun
dan damai antara suami dan isteri tanpa adanya kegoncangan-kegoncangan
dalam rumah tangga.

Untuk itu suami isteri pertu untuk saling membantu, melengkapi, dan
bertanggung jawab agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dalam mencapai kesejahteran dan kelestarian perkawinan. Maka
sebab itu perkawinan dilangsungkan bukan hanya untuk waktu sementara
ataupun untuk waktu tertentu, akan tetapi perkawinan dilakukan untuk seumur
hidup dan selama-lamanya. Dengan demikian tidak diperbolehkan adanya
perkawinan yang direncanakan untuk waktu sementara saja yang biasa disebut
dengan kawin kontrak. Karena itu sudah seharusnyalah perkawinan didasari
oleh cita-cita yang luhur, yang menghendaki keutuhan, kesejahteraan dan
kebahagiaan dalam suatu keluarga. Dengan keluarga yang bahagia terciptalah
ketahanan keluarga sebagai basis utama terwujudnya ketahanan nasional.

Pada mulanya para pihak dalam perkawinan bersepakat untuk mencari
kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir
hayat, namun seringkali keinginan seperti itu kandas di tengah jalan oleh
adanya beberapa hal yang pada akhirnya akan menyebabkan putusnya talj
perkawinan mereka. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

menentukan bahwa -
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Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan

c. Putusan pengadilan.®

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam
masalah putusnya perkawinan selain dari kematian, menyebutkan juga
perceraian, dalam arti bahwa undang-undang berpendirian memperbolehkan
perceraian, meskipun oleh undang-undang perkawinan dianggap sebagai ikatan
hidup bersama antara suami-istri yang pada asasnya harus berlangsung kekal.
Hanya saja dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan berusaha mempersulit kemungkinan bagi para pasangan suami-istri

untuk bercerai, '

2. Pengertian Perceraian

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan antara seorang pria
dengan seorang wanita, pasti dalam pikiran mereka berdua ada keinginan untuk
hidup bersama dalam keadaan rukun dan bahagia selama-lamanya sampai akhir
hayatnya. Namun ada saatnya di dalam suaty perkawinan tidak dapat terwujud
adanya kerukunan dan kebahagiaan. Sering terjadi kesalahpahaman yang akan
menimbulkan perselisihan  diantara mereka yang akibatnya ikatan
perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi sehinéga suami isteri harus

mengambil jalan terakhir yaitu melakukan perceraian.

'* Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Op. Cit.. Pasal 38.

' R. Sardjono, Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda, dan Burgerlijk Wetboek Belanda
Baru, (Jakarta : Academica. 1979), him. 32.
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Perceraian merupakan salah satu masalah yang timbul dalam
lingkungan hukum perkawinan, karena perceraian adalah salah satu sebab
putusnya perkawinan yang dalam penyelesaiannya diperlukan upaya yang arif
dan bijaksana, oleh sebab itulah diciptakannya Undang-undang Perkawinan.

Bercerai merupakan suatu peristiwa putusnya hubungan perkawinan
antara suami isteri yang dapat menimbulkan masalah-masalah baik yang akan
berpengaruh terhadap suami isteri tersebut, anak-anak mereka ataupun dengan
orang lain. Karena dengan terjadinya perceraian menunjukkan adanya ketidak
berhasilan suami isteri tersebut untuk mewujudkan keinginannya mencapaj
kebahagiaan dalam perkawinan.

Perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih
hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu
putusan pengadilan.'’

Biar bagaimanapun bentuk dan alasan perceraian, tetapi tetap saja
perceraian bukanlah perbuatan yang terpuji. Hukum Islam membenarkan dan
mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan daripada tetap
berada dalam ikatan perkawinan. Karena itulah Islam tidak mengikat matj
perkawinan akan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Dengan demikian
hukum Islam memberikan pengertian perceraian sebagai tindakan terakhir yang
dilakukan setelah lebih dahulu menempuh jalan-jalan untuk menempuh usaha-

usaha perdamaian dan perbaikan.'® Perceraian dalam istilah figh disebut talak

'* Happy Marpaung, Masalah Perceraian, (Bandung : Tonis CV. 1983). hlm. 24. _
S H.M Djamil Latif, Aneka Hulum Perceraian di Indonesia, (Jakarg | Gahlia Indonesia.

1985), hlm. 32,
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atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan
furgah berarti bercerai.!”

Namun demikian di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan tidak terdapat suatu pengertian yang jelas tentang
perceraian. Akan tetapi bukan berarti masalah perceraian tidak diatur di
dalamnya, bahkan sebaliknya pengaturan masalah perceraian menduduki
tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila dilihat dalam peraturan
pelaksananya. Undang-undang menganggap bahwa perceraian merupakan
suatu hal yang terpaksa dilakukan karena timbulnya keadaan dimana antara
suami isteri tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup bersama.

Dalam hal perceraian ada beberapa pendapat mengenai pengertian
perceraian, yaitu :

a. Prof. Subekti, S.H

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.'®

b. Ali Affandi, SH

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih

hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta
ditetapkan dengan suatu keputusan hakim, '

c. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo

Terputusnya menurut hukum hubungan perkawinan antar suami isteri, pada

saat keduanya masih hidup.?®

'’ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,

1974), him. 144.

'8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1994), him. 42.
' Marpaung, Op. Cit., him. 15.
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d. P. N. H. Simanjuntak

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab
dengan keputusan hakim atau atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua
belah pihak dalam perkawinan.?!

Dengan adanya beberapa pengertian tentang perceraian ini, bukan
berarti perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan tetapi bukan juga
suatu hal yang dilarang. Karena perceraian merupakan pengecualian terhadap
prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama dan memiliki

akibat-akibat hukum tertentu bagi masing-masing pihak.

3. Alasan Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan suatu hal yang
tidak dikehendaki, karena perkawinan oleh undang-undang dimaksudkan untuk
dapat berlangsung secara kekal dan membawa kebahagiaan. Tetapi kalau
memang para pihak tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami-isteri secara
layak dan perceraian merupakan jalan satu-satunya yang wajar untuk
dilakukan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberi

kemungkinan untuk itu.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai

suami-istri. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut perceraian

" Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional

Suatu Orientasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1977), him. 48.
“'P.N. H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta Djambatan.

2005). him_ 53
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ditentukan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

a. salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
beruturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain;

salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

antara . suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga,

4. Prosedur Perceraian

Berdasarkan ketentuan mengenai prosedur perceraian yang terdapat di

dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan

dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 14 sampai

dengan Pasal 36 terdapat dua macam cara bercerai yaitu :
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1. Cerai Talak

Cerai talak ini hanya khusus mengatur untuk yang beragama Islam
saja (suami dan isteri sama-sama beragama Islam), seperti yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14, adalah :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut
agama Islam, yang akan menceraikan isterinya; mengajukan surat
kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan
bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-
alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk
keperluan itu.*?

Uraian dalam Pasal 14 tersebut memberikan hak kepada suami yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam untuk menjatuhkan
talak kepada isterinya. Berarti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan mengakui bahwa talak itu adalah hak suami, ketentuan ini
sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam. Persyaratan dan tatacara
pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam dilakukan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor

5

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 tentang  Amandemen Undang-undang Peradilan Agama,
Mengenai prosedur perceraian secara talak yang dimaksud Pasal 39
Undﬁng-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 dan diatur juga dalam Pasal 72 Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 mengatur sebagai berikut:

- o
Serkawi ~ Indonesia. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, PP No. 9 TLN No. 3050 Tahun 1975, Pasal 14.
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a. Seorang suami yang akan menceraikan isterinya, mengajukan
surat kepada pengadilan (Pengadilan Agama) di tempat tinggal
1sterinya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk
menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan, serta
meminta Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang untuk
keperluan tersebut.

b. Pengadilan Agama mempelajari isi surat tersebut dan dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari memanggil
pengirim surat dan juga isterinya untuk dimintai penjelasan
mengenai segala sesuatunya yang berhubungan dengan maksud
perceraian mereka.

c. Setelah meneliti, memeriksa dan di dapati adanya alasan-alasan
untuk perceraian, dan usaha untuk mendamaikan kedua belah
pihak tidak berhasil dilakukan, kemudian sidang pengadilan
menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami.

d. Jadi sidang pengadilan ini hanya menyaksikan saja, sedang talak
dilakukan dan diucapkan oleh suami itu sendiri. Karena itu Pasal
18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan
bahwa perceraian terjadi pada saat perce,raian itu dinyatakan di
depan sidang pengadilan, yaitu sejak suami menjatuhkan talak
kepada isterinya.

e. Ketua Pengadilan Agama cukup membuat surat keterangan

tentang terjadinya perceraian tersebut untuk kemudian
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dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu

terjadi untuk dilakukan pencatatan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut berarti Undang-undang Perkawinan mengakui
bahwa talak itu hak suami dan hanya hak talak ini dapat dipergunakan di

depan Sidang Pengadilan Agama.”

2.Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang
disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak
kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Tercantum dalam
Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh

seorang suami atau seorang isteri yang melanlgsungke}n
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain

Islam. **

Perceraian dengan gugatan ke Pengadilan berlaku terhadap
perkawinan yang dilagsungkan tidak menurut Hukum Islam. Dengan kata
lain apabila perkawinan tidak dilangsungkan dengan menurut Hukum
[slam, maka proses perceraiannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri

walaupun suami isteri itu beragama Islam atau salah satu diantara mereka

beragama Islam.?

Pasal 20,

 Latif. Op. Cir,, hlm. 110. _ .
%4 Indonesia. Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Op. (it
* M. Pasaribu. Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : 1984) hlm. 69.
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Prosedur perceraian dengan gugatan ke pengadilan diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 sampai dengan Pasal
36, dimana pasal 19 mengatur alasan-alasan perceraian yang merupakan
landasan untuk dapat melakukan perceraian yang berlaku baik dalam hal
cerai talak maupun dalam hal cerai dengan gugatan. Sebagai suatu ikhtisar
dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya
kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau
tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang
tetap, begitu pula bagi tergugat yang bertempat tinggal di luar
negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan di tempat
kediaman penggugat, dan selanjutnya ketua pengadilan
mengirimkan gugatan itu kepada tergugat melalui perwakilan
Indonesia di negara dimana tergugat berdomisili.

b. Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan
setiap kali akan dilaksanakan persidangan. Yang melakukan
pemanggilan tersebut adalah jurusita dari Pengadilan Negeri atau
petugas yang ditunjuk dari Pengadilan Aga;na. Pemanggilan harus
disampaikan kepada yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat
dijumpai maka panggilan disampaikan melalui surat, lurah di
daerah tempat tinggalnya. Panggilan harus dilakukan dengan cara

yang patut dan harus sudah di terima oleh pihak yang
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bersangkutan atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum sidang dibuka. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat
tinggalnya, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan
panggilan pada papan pengumuman dan melalui surat-surat kabar
dan mass media yang telah ditunjuk oleh pengadilan dan
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu)

bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian yang

dilaksanakan dalam sidang tertutup, harus dilakukan oleh

pengadilan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah
diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Bagi gugatan yang
tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan
ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak
dimasukkannya gugatan perceraian. Apabila telah dilakukan
pemanggilan yang sepatutnya tetapi tergugat atau kuasanya tidak
hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat,

kecuali gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan.

d. Dalam memeriksa gugatan perceraian, Hakim harus berusaha untuk

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Usaha
mendamaikan itu dilakukan sebelum dan selama gugatan belum
diputuskan, Jika tercapai perdamaian maka dapat diajukan
gugatan perceraian baru berdasa_rkan alasan yang telah ada

sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada
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waktu dicapainya perdamaian. Ketentuan tentang usaha
perdamaian ini memang merupakan suatu hal yang penting
dilakukan dalam perkara perceraian karena kalau mungkin

perceraian tidak terjadi.

e. Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan

dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusan harus dilakukan
dalam sidang terbuka, artinya sidang itu terbuka untuk umum
siapa saja boleh mendengarnya. Putusan tentang gugatan cerai
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah
dikukuhkan, harus di daftarkan ke pegawai pencatat di tempat
perceraian itu terjadi dalam sebuah dafiar catatan perceraian.
Suatu putusan dengan tidak hadirnya salah satu pihak ataupun
kuasanya (Verstek) mungkin saja dilakukan, tetapi ketidakhadiran
salah satu pihak ataupun kuasanya tersebut bukan merupakan
alasan untuk dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan

tersebut tidak pada alasan yang telah ditentukan.

5. Akibat Hukum Perceraian

Sebagaimana halnya dengan suatu peristiwa hukum, maka dengan

sendirinya memiliki akibat-akibat hukum yang tertentu pula. Selanjutnya

apabila perceraian ini dilihat dalam hubungannya dengan lembaga perkawinan,

maka suatu peristiwa hukum baru dapat dikatakan sebagai perceraian apabila

sebelumnya telah terjadi hubungan hukum perkawinan sebagai suami isteri.
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Didasarkan pada akibat sosial yang hidup dan dapat diihat secara

nyata, perceraian dapat menjadi sumber ancaman langsung pada kehidupan

masyarakat. Akibat suatu perceraian dapat dilihat menurut para ahli sosiologi

antara lain dapat menyebabkan :

a.

b.

Meningkatnya jumlah pelacuran;

Meningkatnya usaha kriminalitas;

Kenakalan remaja;

Dan lain sebagainya yang cenderung sebagai suatu perbuatan yang anti
sosial. 2

Akibat-akibat menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun

1974 dibagi dalam tiga unsur, yaitu :

1.Akibat terhadap suami isteri

Akibat perceraian terhadap kedudukan suami isteri adalah kedua-
duanya hidup secara terpisah dan bebas menentukan sikapnya.
Persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin lagi
sepanjang ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu. Menurut pasal
41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan
atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Jadi kewajiban suami
dan isteri tidak putus dengan putusnya perkawinan tersebut, secara tidak

terbatas mereka wajib mengurus masa depan anak-anaknya.

% Happy Marpaung, Masalah Perceraian, (Bandung : Tonis cv, 1983). him.53.
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2.Akibat terhadap harta benda

Dalam kehidupan perkawinan, harta benda merupakan salah satu
modal yang penting bagi kelangsungan hidup suatu keluarga Pada Pasal 35
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta
benc}a yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.?’

Yang artinya adalah bahwa harta suami isteri yang diperolehnya pada
saat masih dalam status perkawinan merupakan harta bersama sedangkan
harta yang dibawa masing-masing pihak baik dari hadiah ataupun dari
warisan akan menjadi harta pribadi. Prinsip ini dengan tujuan untuk

mewujudkan kepastian hukum bagi suami isteri dan keluarga mereka dalam

hal harta mereka.”®
Apabila terjadi perceraian, masalah harta bersama akan menjadi

persoalan bagi kedua belah pihak, khususnya mengenai pembagiannya.

Oleh karena itu dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan menyatakan :
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing.* |

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing vaitu hukum agama,

hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Uraian tersebut terdapat di dalam

*” Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, Op. Cit,, Pasal 35.

% Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, (Jakarta : Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), him. 101.
*Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, Op. Cit., Pasal 37.
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Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang bermaksud
memberikan upaya hukum agar pengaturan lebih lanjut mengenai harta
bersama apabila perkawinan suami isteri tersebut putus karena perceraian
agar diatur menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, jadi
diatur menurut hukum yang ada sebelum atau pada saat peristiwa perceraian

tersebut terjadi.>

3.Akibat terhadap anak

Dengan adanya hubungan perkawinan, maka anak-anak yang
dilahirkan selama masa perkawinan akan memiliki hubungan hukum
dengan kedua orangtuanya. Hubungan hukum ini akan menimbulkan
kewajiban sebagai orangtua untuk mengurus, mendidik dan membiayai
anak-anaknya Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 baik ibu atau bapak mempunyai kewajiban untuk memelihara
dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, di mana
bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anak-
anak. Tetapi bila pada kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu
untuk memenuhi kewajibannya memberikan biaya-biaya dan segala
kebutuhan si anak, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat

memberikan bantuan juga untuk mengatasi hal itu.

*Darmabrata, Op. Cit.
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Perceraian tidak saja menimbulkan akibat bagi pasangan suami isteri
tersebut, tapi juga bagi pihak lainnya. Misalnya saja bagi kedua orangtua
mereka yang ikut merasakan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga
anak-anaknya. Terhadap lingkungan sekitar juga menimbulkan dampak yang
kurang baik, karena suami isteri tersebut akan menjadi bahan gunjingan dan

akhirnya di jauhi oleh masyarakat sekitar.

6. Pembatalan Perceraian

Seperti yang diketahui bahwa istilah yang lazim dipergunakan dalam
perkawinan dan perceraian adalah pembatalan perkawinan, rujuk, pendaftaran
perceraian, dan gugurnya putusan pengadilan mengenai perceraian. Pembatalan
perkawinan terjadi jika perkawinan telah dilangsungkan dan ternyata
perkawinan tersebut mengandung unsur yang dianggap tidak memenuhi syarat-
syarat sahnya perkawinan. Maka pihak-pihak tertentu berdasarkan alasan-
alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang diberi hak untuk

melakukan pembatalan perkawinan, Sedangkan perceraian terjadi setelah

berlangsungnya perkawinan.

Perceraian tidak ada hubungannya dengan syarat dan prosedur
perkawinan, maksudnya adalah bahwa apabila sampai' terjadi perceraian itu
berarti perkawinan antara suami isteri yang telah dilangsungkan sebelumnya
sudah sah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun selama berlangsungnya
perkawinan sering timbul masalah antara suami isteri tersebut. Berdasarkan hal

itu maka suami atau isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk
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mengajukan perceraian dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-
undang. Apabila setelah melalui proses perdamaian tetapi suami isteri tersebut
tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk bercerai, maka pengadilan

akan memutuskan perkawinan mereka dengan keputusan perceraian. Agar

keputusan perceraian tersebut mempunyai kekuatan yang ftetap harus di

dafiarkan dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Apabila suami isteri setelah
putusan pengadilan berpikir akan rujuk kembali, maka suami isteri itu dapat
melakukan upaya hukum misalnya tidak mendaftarkan keputusan pengadilan

ke Kantor Catatan Sipil, dan jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak

didaftarkan maka putusan pengadilan menjadi gugur dan tidak terjadi

perceraian.

Sementara dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006,

mengatur mengenai adanya pembatalan perceralan. Berdasarkan dari hasil

wawancara pendapat Adriani, S.H seorang pengacara di Bogor, dapat

dideskripsikan bahwa pengertian ~dari pembatalan  perceraian  adalah

; . : i i >rasa sad
dibatalkannya suatu perceraian karena masing-masing pihak merasa sadar atau

- 31 .
mengingat lebih baik bersatu kembali untuk kepentingan anak.”" Pendapat darj

Effendi, pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor pembatalan

perceraian itu adalah perceraian yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri

dan ternyata ada salah satu pihak yang merasa keberatan kemudian mengajukan

untuk membatalkan perceraian mereka > Sedangkan pendapat dari Gede

*' Keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Adriani, S'H pada han Sabtu

tanggal 5 Juli 2008 di Jalan Sawitri Nomor 31 Vila Duta Bogor. ' _
*? Keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Effendi pada hari Rabu tanggal

2 Juli 2008 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor.
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Ariawan, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bégor, mengatakan pembatalan
perceraian adalah batalnya perceraian karena adanya suami isteri yang saling
menggugat kemudian mereka sepakat untuk berdamai kembali® Menurut
pendapat dari salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I
mengatakan bahwa pembatalan perceraian adalah dibatalkannya suatu
perceraian karena adanya kesadaran dari suami isteri tersebut bahwa perceraian
mereka ternyata merugikan dan mereka sepakat untuk memperbaikinya.**

Terjadinya pembatalan perceraian itu dapat disebabkan dari beberapa

faktor yaitu :

1. Kepentingan anak;

2. Dorongan keluarga;

3. Para pihak yang tidak menerima hasil putusan.

Untuk dapat mengajukan pembatalan perceraian ini tidak dapat hanya
dilakukan oleh salah satu pihak saja, akan tetapi harus dilakukan oleh kedua
belah pihak karena adanya keputusan untuk berdamai kembali harus dengan
kesepakatan kedua belah pihak menurut pendapat Adriani S.H*’, sedangkan
menurut Effendi, pembatalan perceraian dapatlah diajukan oleh salah satu
pihak saja yang merasa keberatan atas putusan pengadilan tentang

perceraiannya tersebut®, pendapat dari Gede Ariawan, S.H, M.H bahwa

3} Keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Gede Ariawan, S.H pada hari 7
Juli 2008 di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor.

?* Keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Tumbu Saraswati, S.H pada hari
Senin tanggal 21 Juli 2008 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta.

* Wawancara dengan Adriani, S.H., Op., Cir,
** Wawancara dengan Effendi., Op., Ci.
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pembatalan perceraian harus atas kesepakatan kedua belah pihak®” dan begitu
pun pendapat dari Tumbu Saraswati, S.H yang mengatakan bahwa pembatalan

perceraian itu harus atas kesepakatan kedua belah pihak.*®

7. Pengaturan Pembatalan Perceraian

Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilapork_an oleh
penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari setelah
putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai

kekuatan hukum 1tf:tap.39

Jadi yang dimaksud dalam Pasal 43 ini bahwa perceraian yang telah di
putuskan oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
itu dapat di batalkan dan setelah di batalkan harus dilaporkan mengenai
pembatalan tersebut dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari ke Kantor
Catatan Sipil.

Setelah putusan perkawinan berdasarkan perceraian dijatuhkan,
putusan tersebut harus didaftarkan pada catatan sipil dalam waktu selama 6
(enam) bulan dan dengan didaftarkannya putusan pengadilan tersebut, maka
perkawinan itu putus atau bubar. Kalau putusan tersebut tidak didaftarkan maka

perceraian tersebut batal. Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menentukan:

37 Wawancara dengan Gede Ariawan. SH.. MH., Op.. ( 'it.
3 Wawancara dengan Tumbu Saraswati, S.H., Op., Cit.
* Indonesia. Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 TLN No.

4611 LN NO0.22 Tahun 2006, Pasal 43.
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Perkawinan bubar karena keputusan perceraian dan pembukuan
perceraian itu dalam register catatan sipil.

Pembukuan perceraian itu harus dilakukan ditempat dimana
perkawinan telah dibukukan dan atas permintaan kedua belah
pihak atau salah seorang dari mereka.

Jika perkawinannya dilangsungkan di luar Indonesia, maka
pembukuan perceraian harus dilakukan dalam Register Catatan
Sipil di Jakarta.

Pembukuan harus dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan
terhitung mulai keputusan perceraian memperoleh kekuatan
mutlak.

Jika pembukuan itu tidak dilakukan dalam waktu tersebut, maka
hilanglah kekuatan keputusan perceraian itu dan perceraian tidak
dapat dituntut lagi atas dasar alasan yang sama.*’

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan pendaftaran perceraian dalam register catatan sipil, akan
tetapi diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 34
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa :

Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang
terbuka.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya
terhitung sejak saat pendaftarannya pada dafiar pencatat Kantor
Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang
beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pen%adilan
Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. *

Dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
menentukan bahwa :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk
berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan,
tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian

*? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Diterjemahkan oleh R.
Subckti dan R. Tjitrosudibio, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1976 ), Pasal. 221.

" Indonesia. Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Op. Cit.,
Pasal 34.
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itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian
dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda
dengan daerah hukum Pegawai Pencatatan dimana perkawinan
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1)
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah
dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai
pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai
Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari catatan
perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar
negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di
Jakarta.

Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1)
menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan ap_abilg
demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri
atau keduanya. *?

Sedangkan di dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 1989 tentang

Peradilan Agama menentukan bahwa :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang dltunju}f
berkewajiban  selambat-lambatnya 30  (tigapuluh)  hari
mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada
pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputl tempat
kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda def_lgan
wilayah =~ Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawman
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai
pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan' ole.h
Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir
dafiar catatan perkawinan. _
Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helaj
salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat
didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. _ _
Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagal surat buktg
cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh)  hari

*2 Ibid., Pasal 35.
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terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
tersebut diberitahukan kepada para pihak.*?

Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan bahwa :
Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang

bersangkutan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila hal

yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau
isteri atau keduanya.*

Pengaturan dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 dan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jalah
bahwa tidak ada akibat hukum yang timbul terhadap perceraian suami isteri
tersebut, apabila selama jangka waktu yang ditentukan keputusan pengadilan
tentang perceraian tersebut tidak didafiarkan. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 maupun dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
ditentukan bahwa kelalaian untuk mendafiarkan perceraian adalah menjadi
tanggung jawab panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk apabila hal
yang demikian itu mengakibatkan kerugian kepada suami atau isteri atau suami
isteri yang bersangkutan. Jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang
ialah selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kepada Pegawai Pencatat
dan 7 (tujuh) hari untuk memberitahukan akta cerai itu kepada para pihak.

Menurut pendapat Adriani, S.H, ketentuan dalam Pasal 43 Undang-
undang Administrasi Kependudukan mengenai jangka waktu pencatatan yaitu
60 (enam puluh) hari, maka apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari setelah

putusan pengadilan dan tidak dilaporkan maka putusan tersebut batal dan antara

* Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989. LN No.

49_ Pasal 84.

4 Ibid., Pasal 85.
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suami isteri tidak terjadi pembatalan perceraian akan tetapi suami isteri tersebut
tetap dalam status bercerai.*> Akan tetapi dalam prakteknya menurut Effendi

selaku pegawai catatan sipil mengatakan bahwa apabila lewat dari 60

(enampuluh) hari putusan pembatalan perceraian tidak di daftarkan maka

putusan tersebut tidak batal hanya para pihak akan dikenakan sanksi

: . 1: 46 ;
administrasi saja, berarti pembatalan perceraian tetap terjadi.™ Begitu pun

dengan pendapat dari Tumbu Saraswati, S.H yang mengatakan bahwa

ketentuan /dalam Pasal 43 Undang-undang Administrasi Kependudukan

§ : luh) hari
mengenail hal jangka waktu pencatatan yaitu 60 (enampuluh) hari pada

prakteknya adalah tidak sesuai ketentuan dalam undang-undang tetapi dengan

memberlakukan adanya sanksi adminstrasi yang akan dikenakan kepada suami

itu melewati ja
isteri tersebut apabila melakukan pendaftaran atas putusan jangka

waktu 60 (enampuluh) hari.*’

Pembatalan perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap itu harus dicatatkan, sesuai pada pasal 80 Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 25 tahun 2008 menyebutkan

an dilakukan di Instansi Pelaksana atau dj

1. Pencatatan pembatalan percerat iR pembatalan perceraian,

UPTD Instansi Pelaksana tempat tef] ; .
2. Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan menyerahkan salinan PUtU?(ar{( pe‘nge;dltm mengenai
pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

kutipan akta perceraian. _
3. Pencatatan pembatalan perceralill 5C
dilakukan dengan cara

a. Pasangan suami dan isteri ya l
Formulir Pencatatan Pembatalan

bagaimana dimaksud pada ayat (1)

ng perceraiannya dibatalkan, mengisi
Perceraian pada Instansi

“ Wawancara dengan Adriani, S.H., O{D" Cit.
6 Wawancara dengan Effendi., Op., Cit.

47 : it
7 Wawancara dengan Tumbu Saraswati, S.H.. Op- Ci
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Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut

Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan
Pembatalan Perceraian;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan
peristiwa perceraian.

4. Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai

pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan
peristiwa perceraian.

5. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.*®

Menurut uraian dalam Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun
2008 tersebut bahwa pencatatan pembatalan perceraian itu memang harus
dilakukan, terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, itu berarti bahwa keputusan itu tidak dibanding dan tidak
dikasasi dan belum didaftarkan.

Sehingga faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencatatan
pembatalan perceraian adalah terjadinya suatu pembatalan perceraian dari satu
kasus perceraian suami isteri dengan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap yang kemudian harus dilaporkan dan dicatatkan di

Kantor Catatan Sipil.

S Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Perpres No. 25 Tahun 2008, Pasal 80.
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B. Analisa

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 menyebutkan bahwa :

Panitera Pengadilan atau Pejabat -Peng.adilan yang dimqjuk
berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang .telah mempunyai
kekuatan yang hukum yang tetap/ye}ng telah dlkulfuhk-an, t%.mp.a
bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi,
dan Pegawai Pencatat mendafta.r p‘gtusan perceraian dalam sebuah
daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menurut keterangan yang terdapat dalam Pasal 35 tersebut bahwa !

setelah terjadi perceraian maka perceraian tersebut haruslah dicatatkan oleh ‘
pegawai pencatat dan didaftarkan di lembaga pencatatan perceraian di daerah 1
terjadinya perceraian itu. Di dalam hukum pencatatan dilakukan agar
memberikan kepastian hukum dan menjadikan bukti kebenarannya. Dalam ha)
ini yang dimaksud dengan pengawai pencatat dan lembaga pencatatan
perceraian adalah pengawai catatan sipil dan lembaga catatan sipil. Dengan
demikian dalam lembaga pencatatan sipil yaitu suatu lembaga yang sengaja
diadakan oleh pemerintahan yang tugasnya menerima laporan, mencatat,
mendafiarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peljistiwa penting
dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan status keperdataan seseorang

seperti kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian, ganti nama,

“9 Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan,Op. Cit..
Pasal 35.
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kematian dan perkawinan, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu
akta resmi yang dimuat juga dalam daftar khusus.>

Catatan sipil yang berlaku di Indonesia berasal dari Perancis dengan
melalui undang-undang negeri Belanda. Belanda sebagai negara yang pernah
menjajah Indonesia, banyak meninggalkan peraturan-peraturan hukum dan
lembaga-lembaga hukum yang cukup mempunyai arti bagi bangsa dan negara

' Dasar hukumnya bersumber pada Pasal II Aturan Peralihan

Indonesia.
Undang-undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa
Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku,
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini.*?
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pencatatan sipil diatur
dalam Buku ke 1 tetang orang, titel Il yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

Mengenai pengertian, tujuan dan fungsi catatan sipil ada beberapa

pendapat, yaitu :

a. Prof. Mr. Lie Oen Hock:

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan
mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang
selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberi
kepastian hukum, yang sebesar-besarnya atas peristiwa
kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. >

** Victor. M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di
Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1986), him. 13,

*' Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil,
(Yogyakarta : Liberty, 1984). him. 3.

** Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945,

* Ngani. Op. Cit.., him. 6.
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b. R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H dan Azis Safroedin,S.H:

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan
untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapnya dan
sejelas-jelasnya memberikan kepastian sebesar-besarnya
mengenai kejadian seperti kelahiran, perkawinan, kematian
dan sebagainya.’

c. Departemen Kehakiman (termasuk B. P. H. N) :
Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk
mencatat atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami o!eh
warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian

dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
data selengkap mungkin, agar status warga masyarakat dapat

diketahui.”>

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapatlah dideskripsikan bahwa
lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh
pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa
penting yang dialami warga masyarakat, setelah ada laporan yang dimulai sejak
lahir sampai meninggal, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan,

kematian dan lain sebagainya. Dengan demikian jelaslah tujuan dari lembaga

catatan sipil adalah:
1. Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik;

2. Memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan;

3. Memberikan kepastian hukum bagi penduduk hukum setiap Wwarga

masyarakat.

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 menentukan bahwa Kantor

Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1 Ibid.
>3 Ibid,

42

Penerapan pencatatan..., Rossy Lizharianty, FH Ul, 2008



1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

6. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta
Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta
Kematian;

7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang
kependudukan dan kewarganegaraan.>®

Walaupun Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa setiap
warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum,
masih ditemukan juga kesulitan sebagian masyarakat di dalam memperoleh
hak-haknya. Kedudukan yang sama dihadapan hukum ini berarti setiap
masyarakat tidak dibedakan berdasarkan apapun, juga latar belakangnya.

Demikian juga terhadap hak-hak dalam memperoleh pelayanan dari negara.

Dengan adanya catatan sipil maka masyarakat akan lebih mudah untuk

mendapatkan hak-haknya baik hak keperdataan ataupun hak kenegaraan.

Seperti dalam praktek sering terjadi pembedaan, perlakuan berdasarkan

golongan dalam rangka memeperoleh akta catatan sipil ditambah
masalah lain yang harus dihadapi oleh etnis Tionghoa yang telah
menjadi warga negara Indonesia. Warga negara etnis Tionghoa sering

diperhadapkan pada masalah keabsahannya sebagai warga negara,

sehingga dalam pengurusan untuk memperoleh dokumen pencatatan
sipil tersebut sangat sulit.*’

> Ibid., him.7.
%7 Eric Tampubolon, Analisis Terhadap Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang
Administrasi Kependudukan, huypy : waww goggle con 5 Mei 2008.
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Padahal essensi dari pencatatan sipil adalah mencatatkan setiap
peristiwa penting yang terjadi di wilayah kantor catatan sipil yang memang
menjadi cakupan tugasnya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
tetang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006 maka aturan tentang
pencatatan sipil nasional telah mengalami pembaharuan. Selama ini pengaturan
tentang catatan sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan-
ketentuan dari negara Belanda. Karena satu tugas penting catatan sipil adalah
mencatatkan peristiwa-peristiwa kependudukan yang sesuai dengan Undang-
Undang Administrasi Kependudukan tersebut.

Salah satu dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan adalah untuk memberikan

perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas

setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh

penduduk Indonesia, Materi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi

Kependudukan terdapat 14 Bab dan 107 Pasal. Adapun pembagian bab tersebut

adalah :

1. Bab I mengatur tentang ketentuan umum,

2. Bab II mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk;

3. Bab III mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan dan instansi
pelaksana;

4. Bab IV mengatur tentang pendaftaran penduduk;

5. Bab V mengatur tentang pencatatan sipil;
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10.

11.

12.

13.

14.

Bab VI mengatur tentang data dan dokumen kependudukan;

Bab VII mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
saat negara atau sebagian negara dalam keadaan darurat dan luar
biasa;

Bab VIII mengatur tentang sistem informasi administrasi
kependudukan;

Bab IX mengatur tentang perlindungan data pribadi penduduk;

Bab X penyidikan;

Bab XI mengatur tentang sanksi administratif;

Bab XII mengatur tentang ketentuan pidana;

Bab XIII mengatur~tentang ketentuan peralihan,

Bab X1V mengatur tentang ketentuan penutup

Melihat materi yang diatur adalah mengenai status hukum atas

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, seharusnya cara-cara

memperoleh status hukum tersebut tidak menimbulkan persoalan-persoalan

baru. Persoalan baru dapat muncul apabila di dalam pengurusan pencatatan

peristiwa pendudukan tidak terdapat kriteria pencatatan yang jelas serta terukur.

Akan tetapi menurut penulis salah satu pasal dalam Undang-undang

Administrasi Kependudukan terdapat pasal yang merupakan suatu persoalan

baru, pasal yang dimaksud yaitu Pasal 43 yang berbunyi :

1. Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan
oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan

tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan
hukum tetap.
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2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari
kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat
keterangan pembatalan perceraian.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam
peraturan presiden.”®

Hal tersebut menja;di persoalan baru karena mengenai pembatalan
perceraian itu sendiri tidak terdapat dan tidak diatur di dalam Undang-undang
Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan terdapat pula
pengaturan tentang pencatatan pembatalan perceraian. Pengertian pencatatan
pembatalan perceraian menurut penulis yaitu adanya suatu pencatatan karena

batalnya perceraian suami isteri, yang dilakukan oleh pegawal pencatat atas

dasar adanya putusan pengadilan. Pencatatan tersebut seperti yang di atur

dalam Peraturan Presidlen Nomor 25 tahun 2008 dilakukan dengan cara

membuat catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, setelah ity

Kantor Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pengaturan pencatatan  pembatalan perceraian ~ mengandung

. : erhati
pengaturan yang sifatnya administratif, dilakukan tetapt tanpa memp ikan

status seseorang pada saat pembatalan perceraian dilakukan. Artinya bahwa hal

itu dimungkinkan tetapi semata-mata berdasarkan kepentingan administratif,

sehingga dapat dikatakan tidak memperhatikan atau mengabaikan ketetentuan

privat yang mengatur kedudukan perdata seseorang atau status seseorang.

Berdasarkan pada pengaturan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun

%% Indonesia. Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan, Op. Cit., Pasal 43.
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1974 ditentukan bahwa apabila suami isteri yang telah bercerai kawin lagi satu
dengan yang lain dan bercerai lagi untuk ke dua kalinya, maka diantara mereka
tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Menurut pendapat dari Irwan, S.H sebagai kuasa hukum dari
Pengadilan Negeri Bogor bahwa pengaturan pencatatan pembatalan perceraian
pada dasarnya mengandung sifat administratif dan bertujuan untuk ketertiban
umum, karena perceraian adalah salah satu peristiwa yang menyangkut
kependudukan dan wajib terdapat laporannya maupun catatannya di Kantor
Catatan Sipil. >

Dalam pengaturan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
dan peraturan pelaksanaannya maupun menurut Undang-undang Nomor 23
tahun 2006 konsep pencatatan pembatalan perceraian tidak diatur, tetapi punya
peluang untuk dapat dilakukan. Hal ini berdasarkan pengaturan dalam Pasal 34,
35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun Pasal 84, 85 Undang-
undang Nomor 23 tahun 2006. Terdapatnya peluang pencatatan pembatalan
perceraian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencatatan pembatalan perceraian hanya dimungkinkan untuk
terhadap putusan pengadilan yang sudah aidaﬁarkm sedangkan
mengenai keputusan pengadilan yang belum didaftarkan ke
Kantor Pencatatan tidak perlu dilakukan. Perumusan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap diartikan

% Keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Irwan, S.H pada hari Selasa

tanggal 2 Juli 2008 di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor.
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Menurut penulis adanya pertimbangan mengenai

keputusan pengadilan yang sudah tidak dibanding atau di kasasi
lagi tetapi belum didaftarkan;

. Undang-undang tidak menentukan akibat hukum apabila tidak
didaftarkan putusan perceraian tersebut terhadap perkawinan
suami isteri. Undang-undang hanya menentukan bahwa kelalaian
untuk mendaftarkan putusan pengadilan oleh panitera atau pejabat
pengadilan, hanya mempunyai akibat kepada panitera atau pejabat
itu apabila tidak didaftarkannya putusan pengadilan mengenai
perceraian itu telah menimbulkan kerugian bagi suami atau isteri
atau bagi suami isteri yang bersangkutan;

. Tenggang waktu yang dipergunakan bagi suami isteri untuk
menuntut pencatatan pembatalan perceraian hanyalah 30
(tigapuluh hari), yaitu jangka waktu terlama untuk pendaftaran

putusan pengadilan mengenai perceraian. Sedangkan dalam Pasal

43 ditentukan jangka waktu selama enampuluh hari.

pencatatan

pembatalan perceraian dilakukan terhadap suatu putusan yang sudah dj

daftarkan merupakan hal yang seharusnya dan lebih baik. Berdasarkan

ketentuan Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa untuk jangka

waktu pencatatan terhadap putusan perceraian itu dapat dilakukan paling

lambat 6 (enam) bulan dan apabila melewati waktu yang ditentukan itu maka

putusan akan menjadi batal. Karena itulah pencatatan pembatalan perceraian

terhadap putusan yang belum di daftarkan tidak dapat diterapkan, karena
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menurut penulis tidak perlu dilakukan pencatatan pembatalan perceraian kalau
memang para pihak sepakat untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi
mereka dapat melakukan perdamaian atau tidak jadi bercerai dengan tidak perlu
mendaftarkan putusan pengadilan mengenai perceraian mereka sampai
melewati waktu yang ditentukan maka dengan sendirinya putusan itu akan
gugur dan mereka akan dapat hidup bersama kembali.

Penulis berpendapat bahwa pencatatan pembatalan perceraian itu
dapatlah dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia yang menganut agama
selain Islam, sedangkan bagi pemeluk agama Islam pencatatan pembatalan
perceraian tidak dapat dilakukan. Hal ini berdasarkan pengaturan dalam
Undang-undang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, dan dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang
Nomor 23 tahun 2006 pun menyatakan bahwa bagi penganut agama Islam
diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rlljuk juncto Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya. Sesuai konsep hukum Islam bagi warga negara yang beragama
Islam apabila mereka ingin memperbaiki keadaan rumah tangganya dan akan
berdamai kembali maka berlakulah rujuk. |

Sementara itu pembatalan perceraian yang diatur menurut Pasal 43
Undang-undang Administrasi Kependudukan harus dilaporkan ke Instansi
Pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil. Menurut Gede Ariawan S.H, M.H,

ketentuan mengenai keharusan pencatatan pembatalan perceraian ini terlalu
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berkelebihan, karena pada dasarnya secara hukum tidak ada akibat hukum

apapun terhadap suami isteri dari pencatatan pembatalan perceraian mereka.

Hanya saja dikarenakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 ini termasuk

beraturan yang baru dan belum banyak disosialisasikan maka masih banyak

pihak yang belum mengetahuinya.*®
Dalam prakteknya untuk melakukan pembatalan perceraian dan
pencatatannya prosedur yang harus dilakukan yaitu :

1. Para pihak meminta surat keterangan dari gereja untuk mereka yang
beragama Kristen atau pengadilan negeri untuk mereka yang beragama
Hindu dan Budha;

2. Kemudian surat keterangan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk
di proses;

3. Setelah diputus oleh Pengadilan Negeri, surat keterangan tersebut dibawa
kembali ke gereja untuk mereka yang beragama Kristen atau pengadilan
negeri untuk mereka yang beragama Hindu dan Budha untuk melaporkan
bahwa perceraian mereka telah dibatalkan;

4. Setelah itu barulah para pihak melapor ke Kantor Catatan Sipil untuk
dicatatkan pembatalan perceraiannya. |

Berdasarkan uraian tentang prosedur pembatalan perceraian,
dideskripsikan bahwa pembatalan perceraian dilakukan dengan putusan
pengadilan tetapi tetap harus sesuai dengan aturan agama masing-masing,

dalam arti apabila dari masing-masing agama memberikan 1zin maka

Cit.

% K eterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Gede Ariawan, S.H., M.H., Op,,
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pengadilan negeri akan berusaha untuk memproses permintaan pengajuan
pembatalan perceraian tersebut dan mengabulkannya, karena melihat dari
ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi harus
mengingat tujuan perkawinan yang sebenarnya bahwa perkawinan itu
merupakan ikatan lahir batin, suatu hal yang sakral dan berhubungan dengan
nilai-nilai agama, begitu juga dengan perceraian sepanjang memang agama
memperbolehkan maka hukum negara pun akan memprosesnya sesuai dengan
alasan dan prosedur yang ditentukan. Penulis berpendapat bahwa fungsi dari
pencatatan tersebut semata-mata untuk mewujudkan tertib administrasi
kependudukan secara nasional dan terpadu.

Menurut hasil analisa yang penulis dapatkan dari wawancara penulis
berpendapat bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan ini kurang efisien, karena dapat dilihat
bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya ketentuan
mengenai pencatatan pembatalan perceraian ini, tidak terbatas pada masyarakat
umum saja akan tetapi para pejabat umum yang be;rkepentingan terhadap
undang-undang ini pun tidak dapat mendeskripsikan dengan jelas dan tegas

mengenai aturan pencatatan pembatalan perceraian.

51

Penerapan pencatatan..., Rossy Lizharianty, FH Ul, 2008




A,

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

1.

Pembatalan perceraian adalah dibatalkannya suatu perceraian karena
masing-masing pihak merasa sadar atau mengingat lebih baik bersatu
kembali untuk alasan tertentu. Pembatalan perceraian dapat dilakukan
oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya mereka yang beragama
selain Islam, untuk warga negara yang beragama Islam sesuai Penjelasan
Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan adalah berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang-

undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.
Dibatalkannya suatu perceraian itu tidak terjadi begitu saja, tetapi terdapat
faktor yang melatarbelakangi sampai para pihak memutuskan untuk

membatalkan perceraiannya. Faktor yang melatar belakangi pembatalan

perceraian yaitu :
1. Kepentingan anak;
2. Dorongan keluarga;

3. Salah satu pihak tidak menerima hasil putusan;

Terjadinya suatu pencatatan pembatalan perceraian adalah karena adanya

suatu pembatalan perceraian yang terjadi antara suami istri yang sudah
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diputus oleh pengadilan negeri bahwa mereka telah melakukan perceraian
akan tetapi karena merasa masih saling membutuhkan dan mungkin
karena dukungan atau nasehat dari keluarga serta karena kepentingan
anak atau salah satu pihak tidak menerima hasil putusan hakim maka
pasangan suami istri tersebut membatalkan perceraiannya lalu

melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk meminta dicatatkan

oleh pegawai yang berwenang.

3. Pemberlakuan pencatatan pembatalan perceraian seperti yang telah

diuraikan bahwa pemberlakuan pencatatan pembatalan perceraian dapat
diterapkan terhadap putusan pengadilan yang sudah didaftarkan,
Sementara terhadap putusan yang belum didaftar tidak perlu diterapkan
ketentuan ini, dan baru berlaku pada saat putusan dari pengadilan
dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil dan di catatkan oleh petugas yang

berwenang,

B.Saran

1.

Apabila ingin  mengajukan pembatalan  perceraian diharapkan
mempertimbangkan keinginan dari masing-masing pihak agar tidak
timbulnya sikap saling memaksakan.

Dalam hal terjadinya pembatalan perceraian agar para pihak dapat rukun
kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan nilai

perkawinan yang tinggi serta berusaha mencegah dan mengurangi

terjadinya perceraian.
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Diperlukannya aturan yang jelas dan tegas serta terperinci mengenai arti,
tujuan dan tatacara dari pembatalan perceraian serta pencatatannya.

Perlu diadakannya penyuluhan mengenai arti pembatalan perceraian dan
tujuan pencatatan pembatalan perceraian oleh lembaga yang berwenang
kepada seluruh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil agar kantor-
kantor tersebut dapat mengerti akan arti dan tujuan dari pembatalan
perceraian dan pencatatannya sehingga dapat mensosialisasikannya
kepada masyarakat.

Terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan
pemantapan terhadap setiap undang-undang yang akan diberlakukan perlu
sekiranya memperhatikan kepentingan masyarakat bersama dan membuat

pasal-pasal di dalamnya dengan penjelasan yang jelas dan tegas.
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8.
9.
10.
11.

12

13.

14.

Panduan Wawancara

Apakah pengertian dari perceraian?

Alasan apakah yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian?

. Kapan berlakunya perceraian, apakah pada saat diputuskan oleh pengadilan atau pada

saat dicatatkan di catatan sipil?
Dan siapa yang berkewajiban untuk mencatatkan dan mendaftarkan keputusan perceraian

tersebut ke catatan sipil?

. Dalam undang-undang ditentukan bahwa putusan perceraian wajib didaftarkan paling

lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Bagaimana status putusan perceraian yang didaftarkan setelah
lewat dari 60 hari?
Sejak kapankah Undang-undang administrasi kependudukan nomor 23 tahun 2006
berlaku efektif?
Di dalam undang-undang administrasi kependudukan pasal 43 ada pengaturan mengenai
pembatalan perceraian, Apakah pengertian dari pembatalan perceraian?
Apakah pembatalan perceraian dapat diberlakukan bagi setiap warga Negara Indonesia?
Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perceraian?
Apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perceraian?
Apakah pembatalan perceraian itu dilakukan atas keinginan kedua belah pihak atau
hanya keputusan dari satu pihak saja?
Apabila ada suami isteri yang telah bercerai dengan keputusan pengadilan, kemudian
dalam jangka 1 bulan mereka akan melakukan pembatalan perceraian maka syarat-syarat
apakah yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan pembatalan pérceraian?
Bagaimana apabila pembatalan perceraian diajukan lewat dari 60 hari setelah putusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap?

Bagaimana tatacaranya?
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Bagaimana pemberlakuan pencatatan pembatalan perceraian, apakah hanya
dimungkinkan untuk putusan pengadilan yang belum didaftarkan atau dapat juga untuk
keputusan pengadilan yang telah didaftarkan?

Dalam pasal 43 UU Adminduk menentukan adanya waktu 60 hari sesudah putusan
perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah yang dimaksud telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap?

Bagaimana apabila suami isteri yang telah diputus cerai, ingin mengajukan pembatalan
perceraian dengan syarat akan mengadakan Perjanjian Perkawinan. Sedangkan pada
waktu perkawinan tidak mengadakan perjanjian perkawinan? Apakah perjanjian
perkawinan tersebut dapat dibuat?

Apakah mungkin pembatalan perceraian diajukan oleh pihak ketiga?

Bukti apa yang diberikan kepada para pihak setelah pembatalan perceraian diputuskan?
Siapakah pihak yang berwenang untuk memutuskan pembatalan perceraian, misalnya
perceraian di putuskan di pengadilan negeri maka dengan sendirinya pembatalan
perceraian harus dilakukan di pengadilan negeri juga atau mungkin dapat mengajukan ke
catatan sipil saja?

Apakah pembatalan perceraian dapat berlaku bagi masyarakat yang melangsungkan

perkawinan penghayat?
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN

DENGAN RAHMAT TUHAN ¥ANG MAHAESA®. .- =% i o)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA, .

1. 1 - . 1. ¢+ & T ) L T Y I S gt
Menimbarig: o s 1 L. e T
*“a. bahwa Négara Kesatiah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Uridang" *

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatyya berkewajiban

g memberikan perlindungan -dan pengakuan ferhadap penentuan status -pribadi sdan. s -
status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Peniing yang dialami
oleh ‘Penduduk’ Indonesia yang berada di dalam dan/atdu di' luar wilayah Negara®
- ' * Kesatuan Republik Tndonésia; * fart Y P

b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan
¢+ . .- status.hukum setiap Peristiwa: Kependudukan .dan Peristivwa ‘Penting yang .dialami..
oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah

.7, . DNegara Kesatuan Republik. Indoriesia; -perlu dilakukén® pengaturan tentang” -
et Administrasi Kepéndudukan = - ; T TR *

c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana
2 1 aapabila didukung oleh pelayanan. -yang- profesional - dan« peningkatan-i kesadararr -~ -~
penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
d. \bahwa peraturan perundag-undangan mengenai Adnfinistrasi Kependudukar yang:: -

7EE T U adh tidak scsudi lagi dengan tuttufan pelayanan Administrasi Kependudukan yang'
. tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperjukan pengaturan secara menyeluruh
- -« - + guntuk menjadi pegangan, bags semua- Pe“}’efmggﬂra‘nega'ra--yanq- berhubungan- - -
dengan kependudukan; -
* €. bahwa berdasarkan pertintbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hiruf b
L 1 i S ol S r - L. . JSEERET - - i A “a
huruf* c," dan’ huruf' d, perlu” membentuk undiing-‘undang tentang Administrasi
Kependudukan; o = .
e Fabs L ' ¢ L S S Sl S e ‘-i-ii' i .. & L
Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal:20 ayat (1),-ayat (-52-). danayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (17, ~
Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan dyat (2), Pasal 28 1. Pasal 29 ayat (1),
. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
i  Tahun 19857 U, 0, O, AT b S e
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
7 Republik Indonesia Tahur 1974 Nomor 1, Tambahan*Lembaran Negara Republik
ek Indonesia Nomor 3019): * ) B NS PR SRR,
3. Undang-Undang Nomor 7_Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan.
W% % Scgala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembagan Negara Republik: Indenesia -+~ -
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
.., 4 Undang:Undang Nomor-9 Tahun 1992 tentafiy Keimigrasian (Lembaran Negard' "~
* " % Républik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
. Indonesia Nomor 3474),
' 5. Undang-Ungang, Nomor--29- —Tahun--l999-uf’f:ni:ixig - ':i_’érl.gl:'s;aﬁari'“iﬁieﬁiﬁtiﬁrﬁl“"'
Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965
dupiy cee, (Sonvensi Internasionul tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi _Rasial
T 1965) (Lembaraii Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomar ‘83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 3852); '
~r -1 6. -Undang-Undang Nomor 3% Talun 1999 lcillarig'-Hubuﬁg;ﬁfHugf rNcgeﬁ (ngﬁbz:,%&r}uﬁdﬁ
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Iembaran Negara
Suek dm[%s f)tﬁ't‘iﬂi&'di141‘1‘1‘1*@“1;‘3‘1@9?:3:38313‘:.??@?'1-'f*- Suel vhhrnr mono morSl

Jhidang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 rtcrﬁ::ﬁfg" Hile Aragi NMunusia (Lcﬁﬂaﬁmn

ATt v

o
o i
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10.

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIXK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Dal

L

9.

10.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
am Undang-Undang ini yang diinaksud dengan:
Adminisirasi Kependudukan adalah rangkaian Kegiatan penataan dan pefnertivai
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk.
Pencatatan  Sipil, _ pengelolaan  informasi  Administrasi Kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.dan pembangunan sektor lain.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal
di Indonesia. =
Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asl; dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia
Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesja i o
Menten adalah menten: yang bertanggung jawab dal '
neger.
Penyelenggara  adalah  Pemerintah,  pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
Jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan  Administrasi
Kependudukan.
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum scbang alat bukti autentik vang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pend uduk dan Pencatatan Sipil. )
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur
sebagai hasil dan kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan éipii.
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan  biodata Penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk re}]tan Administrasi
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau

am urusan pemerintahan dalam
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

24.

surat keterangan kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus

dilaporkan karcna membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya

meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi

tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdafiar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang
dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting,
yang dialarni seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk
tinggal rrenetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab
memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah
sistem informasi yang memanfaatkan teknologl informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

- Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan

kerja yang mclaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat
kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selhnjutnya disingkat UPTD

Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan
pelayanan Pencatatan Sipil dengan Kewenangan menerbitkan akta.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh;

a.
b.
c.
d.
&

£

Dokumen Kependudukan;

pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
perlindungan atas Data Pribadi,

kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

mformasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas
dirinya dan/atau keluarganya; dan

gant rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran
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Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi
Pelaksana.

Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. '

o - BABIII
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Paragraf 1

Pemerintah

Pasal 5 '
Pemecrintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi
Kependudukan sccara nasional, yang dilakukan oleh Menter dengan kewenangan
meliputi:
a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan:
b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; «
c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
Kependudukan;
e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan
f pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

pelaksanaan uwrusan Administrasi

Paragraf 2
Pemenntah Provinsi

Pasal 6
Pemerintah provinsi berkewajiban dan benanggung ja“xab mm}relenggarakan urusan
Administrast Kependudukan, yang dilakukan oleh guberur dengan kewenangan
rneliputi;
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:,
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsulasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
pembinaan dan sosialisasi penyelengparaan Administrasi Kependudukan;
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi: dan
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

e o

2

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7
(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan
urusan Admirmstrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan
kewenangan meliputi:
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a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi
Kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi K ependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan:

f penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

g pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khus us Tbukota Jakarta.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

- Pasal 8 o

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan
kewajiban yang meliputi: _ _

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas.
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

¢. menerbitkan Dokumen Kependudukan;

d. mendokumentasikan hasil Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting; dan & .

£ melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan olch
Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah,
talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan
dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec, '

(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi
Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara
Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai
agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan
kewenangan yang meliputi:
a. mcmp(:rlollch kctcr.j:mgan dan data yang benar tentang Peristiwa Kcpendudukan
dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Pend uduk:
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar
putusan atau penetapan pengadilan;
c¢. memberikan kelerang:an atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada
lembaga peradilan: dan '
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
) chy‘cnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga
bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi
Penduduk yang beragama Islam.
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(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana
mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa
perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islamdari KUAK ec.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

: Pasal 11 :
(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran
data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam
register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan
membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil. :
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta
tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri. ) '

Pasal 12 : '

(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. o

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan
olch bupati/walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta
tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang
diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap
Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor
pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen
identitas lainnya.

(4) Ketentuan Iebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan
dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK - diatur dengan Peraturan
Pemerintah. :

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 14
(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib
rnenyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
(2) Ketentuan lebith lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan
dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
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Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 15

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk
mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di
alamat yang baru untuk waktu lebih dani 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuh
yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. . e

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah
tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. '

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang
bersangkutan. ;

Pasal 16 ' '

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga

Negara Indonesia yang bertransmigrasi. ; ) :

: Pasal 17 -

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada
Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(4) Surat Keterangan Findah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai das‘ixr perubahan atau penerbitan KK, KIP, atau Surat Keterangan Tempat
Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3 -
Pindah Datang Antarnegara

Pasal 18

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan
rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana. :

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dan berstjaius plenetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan
Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 19
(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan
kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) han sejak
tanggal kedatangan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar
penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan
Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang
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Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa
pada saat berpergian. : ¢ Nl ' T

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22 -

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana
rnelakukan pendaftaran.

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai_ persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4
Penduduk Pelintas Batas

Pasal 24

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antamegara yang
bermaksud mcli:}las batas negara diberi buku pas lintas batas olch instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh buku pas
lintas batas wajib didaftar oleh Instansi Pelaksana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendafiaran bagi Penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Renton Administrasi Kependudukan

Pasal 25

(1) Instansit Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi

Kependudukan yang meliputi:
a. penduduk korban bencana alam;
b, penduduk korban bencana sosial;
¢. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil.

(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf'b dapat dilakukan di tempat sementara.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi
Kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan
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diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 26
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa
Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. '
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Presiden. '

BABYV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran -

) Paragraf 1 i
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 27
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat
terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28
(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya
atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan
dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dan kepolisian.
(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 29

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan
dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila negara sctempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada
Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat
peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.

(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara
Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
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Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pésawat Terbang

Pasal 30

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat
singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten
pesawat terbang,

(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada
Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan
diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan
kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.

(4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan
dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat
peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelah:mn dan menerbitkan Kutlpan Akta
Kela hiran. '

(6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib
dilaporkan oleh Pendudiuk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik
Indonesia.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan rata cara pencatatan kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam

Peraturan Presiden.

Paragraf 4 -
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 32

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui
batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal
kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi
Pelaksana setempat.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mali

Pasal 33
(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat
Keterangan Lalhir Mati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
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Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing
diberikan kepada suami dan istri. : ;

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang
beragama Islam kepada KUAKec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam
Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan
penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecama tan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga
Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan sctelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 37

(D Pcrkawi_nan Warga Negara Indonesia di War wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan
dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila negara setempat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan
pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat
peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan
Alkta Perkawinan.

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan
oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata Cara pencatatan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam
Peraturan Presiden.

Penerapan pencatatan..., Rossy Lizharianty, FH Ul, 2008



Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami
pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta
Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan

perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Presiden.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 40
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana
paling Jambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara K esatuan Republik Indonesia

Pasal 4]

(1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib dicatatkan pada instansi vang berwenang di negara setempat dan
dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila negara sctempat = sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan
pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat

peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian.

(4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan
oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat
30 (uga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian
sebagainana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43
(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan
tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
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(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instamsi Pelaksana
mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan
Surat Kcterangan Pembatalan Perceraian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan
perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
keterangan kematian dan pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi
tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan
setelah adanya penetapan pengadilan,

(5) Dalam hal terjadi kematian sescorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi
Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 45

(1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada
Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang
di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian

(2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang
Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan
paling lambat 7 (tlljuh) hail Sejﬁk di[ﬂl'iﬂlanya informasi tﬁl'Sebut, peﬂcata[an
kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan
kematian karma hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di
negara sclempat.

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas
identitasnya, pemyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara
setempat.

(5) Keterangan pernyalaan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. _

(6) Keterangan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di
Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar
penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang,

Pasal 46
Ketentuan lebih lanjul mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden.
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Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 47

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di
tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan
oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Peuncatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 48

(1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi
yang berwenang di negara setempat.

(2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Apabila negara sctempat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga
negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia
setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.

(4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

(5) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana
mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

(1) Pengakuan zu:mk wajib dilapork_an oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling
lammbat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh avah dan
disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. y

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan bagi orang
tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan
perkawinan yang sah. ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta
Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50
(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana
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paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkaw(nan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang
tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan
perkawinan yang sah. .

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan
anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan .
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri
tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sel?agaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akia Pencatatan Sipil
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya sali ta dil
negeri oleh Penduduk. ‘ PESETNEN. penclagaspenea c st

(3) Berdasarkan laporan‘ selx:xgzuma.n& dimaksud pada ayat (), Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Pasal 53

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara
Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi
Pelaksana di tempat penistiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60
(enarn puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia
oleh pejabat.

(2) Berdggglcan lapgperiimimen s dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mernbuat calatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status_ Ke\\'arg_ancgaman dan Warga Negara Indonesia Menjadi
Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

(1) Perubahan status kewargancgaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga
negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah
mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang
bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

(3) Pelepasan kewargancgaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang
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berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan untuk diteruskan
kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Slpll yang
bersangkutan. .

(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatatan Sipil.

Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama

dan status kewarganegaraan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal
54 diatur dalam Peraturan Presiden. !

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56
(1) Pencatatan Peristiwa Pentinlir lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas
ermintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya peneta odi "
Eang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Qi Crglepan pengadilan negeri
(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud Bv:t (1) paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa
Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 57
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa
Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Tnstansi Pelaksana atau
meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perg turan Pmsl‘?geipOran Penduduk

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUK AN

Bagian Kesatn
Data Kependudukan

Pasal 58
(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atat data agregat Penduduk
(2) Data perseorangan meliputi gregal Fenduduk.
nomor KK;
NIK,
nama lengkap:
jenis kelamin;
tempat lahir;
tanggal/bulan/tahun lahir,
golongan darah:
agama/kepercayaan,
status perkawinan;
status hubungan dalam keluarga;
cacat fisik dan/atau mental;
pendidikan terakhir:
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;

PR e o0 TR
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nama ibu kandung;

NIK ayah;

nama ayah:

alamat sebelumnya;

alamat sekarang:

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
nomor akta perkawinan/buku nikah;
tanggal perkawinan;

kepemilikan akta perceraian:

nomor akta perceraian/surat cerai;

aa. tanggal perceraian.

NeY gL FErnnaDo

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan

data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 59

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

a. Biodata Penduduk:

b. KK;

c. KTP;

d. surat keterangan kependudukan: dan

e. Akta Pencatatan Sipil. :

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi:

a. Surat Keterangan Pindah:

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

e Surat Keterangan Tempat'linggal:

f  Surat Keterangan Kelahiran;

g Surat Keterangan Lahir Mali.

h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

i Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

j.  Surat Keterangan Kematian;

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

L Surat Keterangan Pelepasan  Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara

4)

Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk
Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah
Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri,
Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat
Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang
Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti
Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam
satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara
Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan
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ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu
desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga
Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan
Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan
ditandatangani oleh kepala desa/flurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan
Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala
Perwakilan Republik Indonesia. .

Pasal 60
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal
lahir, alamat dan jatidiri lamnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 61

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga
dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal Iahir, agama,
pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga,
kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) Keterangan mengenal kolom agama sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) bagi
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi
tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali
terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan olch Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga
Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 62
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana
sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan KK,

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara ]ndungsia dan Orang Asing vang memiliki Izin Tinggal
Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin
wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang meng%:uti status orang tuanya vang memiliki Izin Tinggal Tetap
dan sudah berumur ?7 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (OB 22 nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku K’
Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolchkan
mermiliki 1 (satu) KTP.

IP kepada Instansi

Pasal 64
(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat
tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah,
alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggai
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dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk
pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan
dicatat dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat
kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

(4) Masa berlaku KTP: :

a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal
Tetap.

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur

hidup.

Pasal 65
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama
lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 66
(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 67
(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting,
(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam database
kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
jenis Peristiwa Penting;
NIK dan status kewarganegaraan;
nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
nama dan identitas pelapor;
tempat dan tanggal peristiwa;
nama dan identitas saksi:
tempat dan tanggal dikeluarkannya akta: dan
nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

e oo or
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Pasal 68
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian: dan
e. pengakuan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil remuat:
jenis Peristiwa Penting;
NIK dan status kewarganegaraan;
nama orang yang mengalami Peristiwa Pcnting;
tempat dan tanggal peristiwa; '
tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Regist
Akta Pencatatan Sipil. . e e .
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Pasal 69

(1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya,
wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari:

Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;

Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;

Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;

Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak

tanggal dipenuhinya sernua persyaratan.

(2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan
sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh)
hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

(3) Pgjabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang
ditunjuk secbagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta
Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
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Pasal 70
(1) Pernbetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis
redaksional.
(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau
tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek KTP.
(3) Pembetulan KTP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi
Pelaksana. '

Pasal 71
(1) Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami
kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72
(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. )
(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta

dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan
subjek akta.

Pasal 73
Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan
pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan
kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau
pengadilan.

Penerapan pencatatan..., Rossy Lizharianty, FH Ul, 2008



SR hmnebpkp.goid

Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan
pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72
diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 75
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko
KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 76
Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus
yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 77
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data
pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 79

(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyim}ﬁn, membaca,
mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan
Dokumen Kependudukan.

(3) Ketentwan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemenntah.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DAL AM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 80

(1) Apabila ncgara atau scbagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan
scgala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas
pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat
keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Pentino.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bdasar penerbitan
Dokumen Kependudukan.

(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana tif mendata ulang
dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81
(H ]Ja!gm hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana
. wajib n‘)czlakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban beneana alam.
(2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan

Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
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(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil
digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan
Dokumen Kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat
Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

: Pasal 82 :

(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.

(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan. .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Administrasi Kependudukan
dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah. 1 ; .

(4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

(5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sebagaimana. dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 83

(1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan
perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan
izin Penyelenggara. .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84
(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a. pomor KK;
b.  NIK;
c. tanggal/bulan/tahun lahir,
d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
e¢. NIK ibu kandung;
f  NIK ayah:dan
. beberapa isi catatan Peristiwa Penting,
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan
dilindungi oleh negara. 5

(2) Ketentuan lebth lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data
Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

(3) Data Pribadi Penduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga
kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 86
(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca,
mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 87
(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi
dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan

meng <an Data Pribadi Penduduk sebagmmma dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 88
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi
Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya
dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana
Administrasi Kependudukan:
c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b; dan
d. membuat dan mcnanc[a!angam Berita Acara Pemeriksaan.
(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta
mekanisme pt.nyrdlkan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB X1
SANK ST ADMINISTRATIF

Pasal 89
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Telap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3);

b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); i

c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);

d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1):

e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1);

{. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 22 ayat (1);
g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2): atau
h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga
Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk
Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Benda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden .

Pasal 90
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4)
atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1):
b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat
(4):
pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);
pernbatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48
ayat (4):
pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1):
pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1); atau
L  Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
(2) Denda administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
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Pasal 91

(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) vang berpergian
tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00
(lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat
Tinggal dikenal denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu
rupiah),

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 92
(1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen chcndudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi
berupa Benda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
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BAB X1I
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada
Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 94
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi
elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).

Pasal 96
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf { dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau
anggota keluarga lebih dar satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau
untuk memiliki K:I‘P lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 98

(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
melakukan tindak pidana sevagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94,
pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu
pertiga). ,

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pacla Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat
yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 99
Tindak pidana Sébﬁgi‘im_ima dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan
Pasal 97 adalah tindak pidana Administras;i Kependudukan.

~ BABXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100
(1) Semua Dok UIHBH‘K‘Cp{?ndudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat
Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang
ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP

sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ‘
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Pasal 101
Pada saat Undang-Undang im berlaku:

a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun; -

c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum
mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini;

d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) tetap berlaku sampai
dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;

e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan
penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102
Pada saat mulai berlal.\"upya EJndang—Undang ini, sernua Peraturan Pelaksanaan yang
berkaitan dergan Adnrinistrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 103
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang tni diundangkan.

Pasal 104
Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)
dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 105
Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini,
Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan
persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar
diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 106

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang
Hukurn Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23):

b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der
Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25
scbagaimana telah diub;ll} terakhir dengan Statsblad 1946- 1361;

¢. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesic
Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917129
Jjo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136),

d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van
de Registers van den Burgerlijeken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de
Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en
Madura,Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564),

c¢. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie
voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo.
Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah {erakhir dengan Staatsblad 1939:288):

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 (entang Perubahan atau Penambahan Nama

Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2154);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 107
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA AD INTERIM REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 124
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PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk
mernberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan
status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami
oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap
Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan
memeluk agama. dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk
menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas
menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati,
kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, per;gakuan, dan
pengesaban anak, serta perubahan status kewargancgaraan, ganti nama dan Peristiwa
Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus
dilaporkan karena mcml?awa irr_lplikaﬂ perubahan dat
kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kepen
memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pe
sesuai dengan ketentuan undang-undang

Dalam pemecnuhan hak Penduduk, terutama di p; ;i S :
ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkand?):%[apsgiziiiﬁ dﬁ;ﬁnﬁi?
yang membeda-bedakan, suku, Ketwrunan, dan agama sebagaimana diatur dalam
berbagai peraturan produk kO]_OHIE%I Belanda. Penggolongan Penduduk dar; pelayanan
diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undan -Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 &

" R ; ' Kondisi tersebut mengakibatkan
pengadggmisirasieg sepeadudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber

Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan
pelaporan yaig l?clum terwujud dalam suatu sistem A:jministrasi Kependudukan
yang utuh dan optimal. o
Kondisi sosial dan admimstrauf seperti yang dikemukakan - . A
sistem database  kependudukan yang - menunjang
Kependudukan. o =
Kondisi itu harus diakhini  dengan pembentukan suaty sistem Administrasi
Kependudukan yang scjalan dengan kemajuan teknologi infonnz;Qi dan komunikasi
untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat atas s
profesional.

Seluruh  kondist  tersebut di  atag menjadi
membentuk Undang-Undang tentang Administrasj Kependudukan

Undang-Undang, tentang Administrasi Kependudukan ini rﬁemuat pengaturan
dan pembentukan sistem  yang mencerminkan adanya reformasi di bidang
Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan thengenai
penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nk z;dalal]: id%ntitaq Pendﬁduk

Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data

a identitas atau surat keterangan
dudukan dan Peristiwa Penting
ngadministrasian dan pencatatan

pelayanan  Administrasi

pelayanan  kependudukan yang

dasar pertimbangan perlunya
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jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi
Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK
dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik
atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk
Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.
Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang
diawali dengan pengisian Hrmulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar.
NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam
pelayanan Pendaftaran Penduduk rnaupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar
penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk.
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal
alas terjadinya Penstiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau
keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat
dan waktu terjadinya Penstiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau
keluarganya.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan
sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan
Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak
administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan
Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:
1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa
diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional,
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta
dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;

4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional,
regional, serta lokal; dan

5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk
untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk;

2 memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3. menyediakan data dan informasi kependidukan secara nasional mengenai
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan
kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bags sekior terkait
dalam penyelenggaraan sctiap kegiatan pemerintthan, pembangunan, dan
kemasyarakatan,

Prinsip-prinsip tersebut di alas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini
melalui penerapan Sistem Inforniasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasit Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu
dan tertib;

2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen,
wajib, dan berkelanjutan;

3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan
pelayanan yang profesional; dan
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4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,
dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan
pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi
hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat,
pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.
Untuk mmenjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran,
baik adminislratif rmaupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga
ketentuan mmengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi
Administratif dan Ketentuan Pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang ini.

Pasal 4

Lihat Penjelasan Pasal 3.

Pasal 5 _

Yang dimaksud dengan "Peme_nntah" adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang Kkekuasaan pemenntahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan _sistem, pedoman, dan standar yang bersifat nasional di bidang
Administrasi Kependudukan sangat diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi
Kependudukan. . Dot

Penetapan pedoman di b@ang Administrasi Kependudukan oleh Presiden, baik dalam
bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan
dalam pembuatan peraturan daerah oleh propinsi/kabupaten/kota.

Huruf ¢

Cukup jelas.

[Muruf d

Cukup jelas,

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
nasional” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi
nasional dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf

Cukup jelas.

Pasal 6

THuruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf ¢

Cukup jelas.
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Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala

provinsi” adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi

provinsi dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf £

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sstem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala

kabupaten/kota" adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan

kondisi kabupaten/kota dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan

Lepentingan penyclenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Provinsi I)acr&lah Khusus ;i:)ukota Jakarta sesuai kekhususannya berbeda dengan
rovinsi vang lain karena diberi kewenangan untuk : T -

IP::epcndudu}cnn seperti kabupaten/kota. : Al

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.

Avat (3)

Cukup jelas,

Avat (4)

Cukup jelas.

PPasal 14

Avyat (1)
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Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaflaran Penduduk" adalah bagian dari
Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk,
misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avyat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada
pasal-pasal berikutnya).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negen" adalah Penduduk yang tinggal
menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar
negeri.

Avyat (2)

Cukup jelas.

Ayat {3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan
pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya
pindah ke Iuar negert kemudian datang untuk menetap kembali di Republik
Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) .

Yang dimaksud dengan "Surat Kelerangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan
Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas scbagai buku diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah
daerah kabupatein/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Avat (3)

Cukup jelas,

Avyat (4)

Cukup jelas,

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
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Ayat (1)

‘.(ang dimaksud dengan "Penduduk Pelintas Batas" adalah Penduduk yang bertempat-
tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbat Iangsung
dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi "
Penduduk yang mengalami hambatan dslam memperolehlnfﬁﬁug%du?ﬂ
yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari
instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yane dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Pe; a9 3

schir%gga tidak dapat memenuhi kebutuhannya se;ildijzrmﬁa};fﬁ y sebab
maupun sosial. : ani, jasmani
Ciri-cirinya:

1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya .
2) tempat tinggal tidak tetap/gclandangan; 4 Ya pangan, sandang dan papan;
3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;

4) miskin.

Huruf d P

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil”" ada : i

bersifat iokal dan terpencar seria kiwr;;leg atau bé?ll:ni{ellgrrlr:&o} ds;}sm‘l budaya yang
pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. am jaringan dan
Ciri-cirinya:

1) berbentuk komunitas keeil, tertutup dan homogen;

2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;

3) pada umumnya terpencil secara geografis dan M1t iviolenie

4) gcralatan teknologi sederhana; Beost relatif sulit terjangkau,

5) terbatasnya akscs pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2) &/

Yang dimaksu engan "tempat sementara" ad; ' iz
pengungsian. dalah tempat pada saat terjadi
Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

rA\y at (”

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri
pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena
pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental,

Ayat (2)

Cukup jelas.

PPasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran" adalah wilayah
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terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang
waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran
sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran scorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau
keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 29

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada "instansi yang berwenang di negara setempat”
berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa.

Yang dimaksud dengan “instansi Yang ben\-'enang di negara Sglgmpat“ adalah
lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam
Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat singgah" adalah tempat persinggahan pesawat
terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tuiruzm. Hal il?ivsesuai dengan
asas yang berlaku sccara ‘universal, yakni tempat di mana peristiwa kelahiran
(persinggahan  pertama  pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan
pelaporan dilakukan.

Avat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayal (6)

Cukup jelas,

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran
terscbut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan
terjadi manipulasi da‘ta atau hal-hal yang tidak diinginkan Persetujuan tersebut juga
berfungsi sebagai venilikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Avat (2)

Cukup jelas,

Avat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Penerapan pencatatan..., Rossy Lizharianty, FH Ul, 2008
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Yang t()ieunaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan

yvang berumur paling sedikit 28 (dua puluh dela minggu pada saat dilahi

tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. = SRR

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Kcterangau Lahir

Akta Pencatatan Sipil. R Dt

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan S:pll tetapi pendataannya diperlukan

untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud <.:lengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. -

Eerkawman ;)a%l Pcr;\dudll;lk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama
ecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undan

Ayat (2) )

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh

Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudahditerbitkan oleh

KUAKec, data perkawinan yang diterima o]ch Inst
diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. ansi Pelaksana tidak perlu

Ayat (6)

Cukup jclas.

Avyat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “"Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah
perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan

- » I
ketenigfh Peraturan  Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di
Republik Indonesia.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas,
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas,
Pasal 43
Avat (1)
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Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh
kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) _

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit,
dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas,

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pernyataan” adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan _";_)engangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk
mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga
atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak terscbut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. ’
Avyat (2)

Cukup jelas.

Avyat (3) ) &

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status
atas terjadinya Pc.rislix_va Penting dalam hentul(. catatan yang diletakkan pada bagian
pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di lalaman/ bagian muka atau
belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 48

Cukup jelas.

PPasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap
anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak
tersebut

orang tua, wali yang sah,
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak
yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua
orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas,

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga
negara asing yang nelakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan
Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 54

Cukup jelas,

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan
oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain
perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas,

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

IHuruf £

Cukup jelas,

Huruf g

Cukup jelas,
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Huruf h

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas,

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas,

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf's

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jclas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas,

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas,

huruf' y

Cukup jelas,

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Avat (3)

vane dimaksud dengan "data agregat" adalah k o
l(epindudukan, Peristiwa Pentingfgjrefjs kek?::;rl: Qignrﬁiinugi?aa tentang Pg’_’;ﬁ“’ﬂ
dan pekerjaan. , agama, pendidikan,
Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yz b "
Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data 3332%&{3?}32%;;291"
Pasal 59 SRR,

Ayat (1)

Huruf a _

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen
data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan
keadaan yang dialami oleh Penduduk scjak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk
diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi
informasi dengan melakukan -verifikasi dan validasi dalam sistem database
kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan
yang berlaku menurut Undang-Undang ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas,

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Avat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas

Avyat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

IHurul

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Pencatatan Sipil
pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas

pencatatan.
Pasal 68
Cukup jelas.
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Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat

diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "jati diri Jainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/

perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat

fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK

ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor

paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta

perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan

tanggal perceraian.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :

a. orang yang beriempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan
darah maupun tidak, yang bertanggung jawal terhadap keluarga;

b. orang yang bt?rtempal tinggal seorang diri; atau ;

c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat
beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib menuliki KK, mesk ipun kepala keluarga tersebut masih

menumpang di rumah orang tuanya karena pada pringipaya dalam satu alamat rumah

boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayal (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Avat (5)

Cukup jelas,

Pasal 62

Avyat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan

yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti

pindah datang, kelahiran, atau kematian,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Avat (1)

Cukup jelas
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Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan
huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta
sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta.
Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek
akta.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan
akta cacat hukum karena dalam proses pernbuatan didasarkan pada keterangan yang
tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan
tugasnya di luar daerah domisilinya.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1) . ) ;

Yang dimaksud dengan "negara atau Sebagian dan negara dinyatakan dalam keadaan
darurat dengan scgala tingkatannya" adalah sebugaimana diamanatkan olch peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil" adalah surat keterangan
yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.
Avyat (2)
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Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem
pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian,
data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan
menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan
menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data
yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data,
sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semielektronik.

Yang dimaksud dengan "manual" adalah perckaman data secara manual, yang
pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang
karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data.

Yang dimaksud dengan "semielektronik" adalah perekaman data dengan
menggunakan Komputer, tetapi pengirimannya inenggunakan compact disc (CD)
atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5)

Cukup jelas,

Pasal 83

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam
database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti
dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan
merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan
demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat
diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Avat (1)

Hurufl a

Cukup jelas,

Hurul b

Cukup jelas,

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurut d

Cukup jelas.

Huraf e

Cukup jelas.

Huruf
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Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud _dcngan "beberapa isi catatan Peristiwa Penting" adalah beberapa

catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting

yang perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 84 huruf g.

Ayat (2)

Penyimpanan dan i sl T .

Ayayt (3)pa perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawab.

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dif}“é‘é‘:;’d dengan "pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah instansi
>merintah swasta ya; 1 i : .

i{-}’ at (2) yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisi

Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dZn po hslzaan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Pen "d'il?yera- kan

Negara ch_ul?lik Indonesia. Hal ite dimaksudkan untuk memberik y1dTkd epolisian

hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan an jaminan ba.hwa

hubungan koordinasi antara Pcjabat Penyidik Pegawai Nl’;‘:ers}'_ara_tap_ Mekanisme

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakuka eSgpil dan “eyeLat

Peraturan Perundang-undangan. n berdasarkan ketentuan

Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di b; L _

Kepgndudukan" adalah pegawai negeri yang dibcg;i wesvl.rilrlmgé &il?lgs’ cﬁ‘gfnualfas:

;nuit?i untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan. &

Cukup jelas.

Hurul b

Cukup jelas,

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurut d

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Avyat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) 5

Penclapan besaran Benda adrninistratif dalam Per - -

memperhatikan kondisi masyarakat di setiap dac[mitUrm Presiden dilakukan dengan

Pasal 90

Avat (1)
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Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

s iwmniibplpeoid

Penctapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presiden dilakukan dengan

mernperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presiden dilakukan dengan

memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104

Pembentukan UPTD  Instansi Pclaksana dilakukan dengan mempertimbangkan

kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat
kepercayaan” adalah persyaratan dan tata Cara pengesahan perkawinan yang
ditentukan oleh penghiayi kepercayaan sendiri dan ketentuan itu menjadi dasar

pengaturan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4674
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Mengingat

Menimbang

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG

PERSYARATANDANTATA CARA PENDAFTARANPENDUDUK

DAN PENCATATANSIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4),

Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal
38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 51,
Pasal 65, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 74, Pasal 89 ayat
(3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

1.

2.

»

Pasal 4 ayat (1) Undang.Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 temtang HuGumgan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
gggé)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674),

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang—UﬂdaﬂQ Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lerbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta
pendayagunaan hasinya wuntuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai WargaNegaralndonesia.

4. OrangAsing adalah orang bukan Warga NegaraIndonesia.

5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri.

6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota

yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum
sebagai alat bukti autentk yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data
agregat yang terstruktur sebaqai hasil dari kegiatan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk,
pencatatan atas pelaporan Peristiva Kependudukan dan
pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta
penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau
suratketerangankependudukan,

10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal
terbatas menjaditinggal tetap.

11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah
nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

i =8

20.

iy

22,

23.

24.

dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk
Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, sertaidentitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada
InstansiPelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristwa Penting yang dialami seseorang pada
Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan
ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

zin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas
dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristwa Penting serta pengelolaan dan
penyajian Data Kependudukan didesa/kelurahan.

Kantor Urusan Aggma Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec,
adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak,
cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang
beragama Islam.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya
disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di
tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil
dengankewenangan menerbitkan akta.

Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi
kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk
selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik
Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat
RepublikIndonesia.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
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25.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
daerahkabupaten dandaerah kota.

26. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat
RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang
dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah
untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai  kehidupan
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran

tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di
kelurahan.

Pasal 2
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk
memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas

dokurnen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan
mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3
(1)  Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang
daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal
penduduk.
(2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana yang daerah t a meliputi tempat
terjadinya Peristiwa Penii%g. S ° P

BAB II
PENDAF TARANPENDUDUK

Bagian Pertamd
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Pendudul, KarwAelzoz

dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada

Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk
dicatatkanbiodatanya.

(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena
pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan
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Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap wajib melapor
kepadalnstansi Pelaksana untyk dicatatkan biodatanya,
Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar
pengisian dan Pemutakhiran database kependudukan,

memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
b. Dokumen Kependudukan yang dimilikj, antara lajn:
1. Kutipan Akta Kelahiran;
ljazah atay Surat Tangg Tamat Belajar:

Pencatatan biodata pendqyk bagi Warga Negara Indonesia
yang datang darj |yar N€geri karena pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 aya¢ () dilakukan setelah memenuhi
Syaratberupa;

a. Paspor:atay
b. Dokumen Penggant; Paspor.
Pencgtatan biodata Pendudyk bagi Orang Asing yang memiliki

IZin Tinggal Terbatag Sebagaimang dimaksud dafam p 14 ayat
(2) dilakukan setelah memer, Uhi syarat berupaqa am Pasal 4 ay
a. Paspor: :

b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

C. BukuPengawasan Orang Asing

Pencatatan biodata pendudux bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksug dz)=m Pasal 4 ayat

(2) dilakukan sete|ah Memenuhi syarat berupa:
a. Paspor;

b. Kartu Izin Tinggal Tetap: dan
c. Buku Pengawasan OrangAsing.

Penduduk Warga Negarg Indonesia Sebagaimana dimaksug
dalam Pasal 4 gyat (1) untuk Pencatatan biodatanya membawa
persyaratan sebagajmang dimaksud dajam Pasal 5 ayat ( ).
Pencatatan biodata Penduduk g DesafKelurahan dilakukan
dengantatacara:

a. Penduduk mengisi dan Menandatangani formulir biogata

penduduk Warga Negara Indonesia:
b. Petugas registrasj mencatat dalam Buky Harian Peristiwa

C. Petugas registrasi melakukan veriﬁ;}asi dan validasi data

[ i 2008
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d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata
penduduk;

e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk
kepada Camat.

Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan

tatacara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

b. Camatmenandatangani formulir biodata penduduk;

c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk
kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan
dokumen biodata penduduk.

Penerbitan dokumen biodatapenduduk Warga NegaraIndonesia

oleh InstansiPelaksana, dilakukan dengan tatacara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir
biodata penduduk serta merekam data ke dalam database
kependudukan untuk mendapatkan NIK;

b. Kepalalnstansi Pelaksanamenerbitkan dan menandatangani
dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan

mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan. '

Pasal7
Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena
pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk
pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pencatatan biodata penduduk sebagaimanadimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata
Penduduk WargaNegara Indonesia;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata
penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan
untuk mendapatkan NIK;

Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

biodata pendudulk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK

dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

, Pasal 8

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang
Asing yang memiliki |1zin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan
ayat (4).

Pencatatanbiodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengantatacara:

Penerapan pencatatan..., Rossy Lizharianty, FH Ul, 2008
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a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan
menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal
Terbatas;

b. Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal
Tetap;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang
Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk
mendapatkan NIK.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan

NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), WargaNegaralndonesia yang datang dari luarnegeri karena
pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk
dicatatkan perubahan biodatanya.
Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
a. Surat Eernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara

Indonesia;

;gSulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;

d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

Pencatz-;tan' perubahan biodata penduduk Warga Negara

Indonesia diDesa/Kelurahan, dilakukan dengan tatacara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan
P_erubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan

BiodataPenduduk Warga Negaralndonesia;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

kependudukan;

d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan
biodatapenduduk:

e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pemyatzan
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan
BiodataPenduduk Warga Negaralndonesia kepada camat.

Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara

Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata
Penduduk WargaNegaralndonesia:

.
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c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan
Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi
Pelaksana.

(5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara
Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara
melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam
data ke dalam database kependudukan.

6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani
biodata penduduk yang telah diubah.

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan tatacara;

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan
menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data
Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing
Tinggal Terbatas:

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data
K_E!Pendudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing
Tinggal Tetap;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk:
d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan

biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database
Kependudukan.

(8) K_epala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani
biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 10
Perubahan biodagg Penduduk bagi Warga Negara \ndonesia, Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang
memiliki 1zin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar
wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi

Pelaksana paling lama 30 (i ¢ g i o
Republikindonesia. (tiga puluh) hari kerja sejak ke

: Paragraf 2
Penerbitan Karty Keluarga

Pasal 11

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan
keluarg@nya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala
desa/lurah dan camat.

(2) Orang Asing yang memnilil (zin Tinggal Tetap wajib melaporkan
susunankeluarganya kepada |\nstansi Pe/zksana.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) a7 ayat (2)
sebagai dasar untuk penerbitan KK.
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Pasal12

Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah

memenuhi syarat berupa:

a. lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta
Perkawinan;

c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang
bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; atau

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan
oleh InstansiPelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang
datang dari luar negeri karena pindah.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK

bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukansetelah
memenuhi syarat berupa:

a. KKlama; dan
b. Kutipan Akta Kelahiran.

Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga untuk

menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara

Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KKlama;

b. KKyang akan ditumpangi;

c. SuratKeterangan Pindah Datan
dalam wilayah N
dar/atau

d. Surat Keterangan Datang gari Lyar Negeri bagi Warga

Negara indonesia yang datang dari i
| a a karen
N g dari luar negeri a

Perubaha’n KK karena penambahan anggota keluarga bagi
Orang Asing yang memiliki |zin Tinggal Tetap untuk menumpang

ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing
dilakukan setelah memenuhi Syarat berupa:

a. KKlama atau KK yang ditum X
4 dls g pangi;

¢. lzin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keterangan Cat
Tinggal Tetap;

Pergbahan KK karena Peéngurangan anggota keluarga dalam KK

bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK lama;

b. suratketerangankematian; atau

c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang
bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republikindonesia.

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

g bagi penduduk yang pindah
€gara Kesatuan Republik Indonesia;

atan Kepolisian bagi Orang Asing
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a. Surat Keterangankehilangan dari Kepala desa/lurah;

b. KKyang rusak;

c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari
salah satu anggotakeluarga; atau

d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 13
Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala desa/lurah
dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.
Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata
cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani  formulir
permohonan KK;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting:
C. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;
d.

gepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK;

an

e. Kepalg desa!lurahfPetugas registrasi meneruskan berkas
formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar
Proses penerbitan atau perubahan KK diKecamatan.

Proses penerbitan atau perubahan KK - di  Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan

tatacara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

. Camat menandatangani formulir permohonan KK;

c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang
dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada
InstansiPelaksana.

Penerbitan _atau perubahan KK di (nstansi Pelzksana

f:tzagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan
Cara:

a. Petugas melakukan perckaman data ke dalam database
kependudukan:

b. Kepaia_ Instansi Pelaksana menerbitkan dan menanda-
tangani KK.

~ Pasal14
Orang Asing yang memiliki I1zin Tinggal Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi

Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.

Instansi_ Pelaks_ana memproses penerbitan atau perubahan KK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

a Penduduk  mengisi dan menandatangani  Formulir
Permohonan KKk:
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Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 156 )
Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia,
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: '
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau
permah kawin;
b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
c. Fotokopi:
1. KK
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang
belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan AktaKelahiran; dan
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang
datang dari luar negeri karena pindah. .
Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki |zin
Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau
pernah kawin;

b. Fotokopi:
1. KK

2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang
belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan AktaKelahiran;
4. Paspor dan |zin Tinggal Tetap; dan
c. SuratKeteranganCatatanKepolisian.

Pasal 16

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk \Warga
Negaralndonesia atau Orang Asing yang memilii Izin Tinggal
Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang
rusak;

b. fotokopi KK; dan

c. Paspordan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga
NegaraIndonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
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b. Petugas melakukanverifikasi dan validasi data penduduk;

c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;

d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database
kependudukan.

17 el Lmnabmnai Dalabeana manarhitvan dan manandatanoani
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a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
dan

b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga
Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena
pindah.

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga

NegaraIndonesia atau Orang Asing yang memiliki |zin Tinggal

Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. fotokopi KK;

b. KTP lama; dan

c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki [zin
Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk

Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki [zin

Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. fotokopi KK;

b. KTP lama; dan

c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting.

Pasal 17
Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada
Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.
Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengantatacara:
a. Penduduk mengisi ~ dan  menandatangani  formulir
permohonan KTP Warga NegaraIndonesia:
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasimelakukan verifikasi dan validasi data;
d. E%ala desallurah menandatangani formulir permohonan
e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP
kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengantatacara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

b. Camatmenandatangani formulir permohonan KTP;

C. Petugas_ registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP
yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan
kepada InstansiPelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.

Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam
databasekependudukan;

b. InstansiPelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.
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Pasal 18 .

(1) Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap wajib melapor
kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.

(2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP Orang Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam
databasekependudukan;

d. KepalalnstansiPelaksana menerbitkan dan menandatangani
Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 19

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh
Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 20

(1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang
bersangkutan, dengan ketentuan

a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas
photo berwarna merah; atau

b. Fenduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas
photo berwarna biru.
(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3

cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat
menggunakanjilbab.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk \Wa

" r aN .
DalamWilayah Negara Kesatuan Re gaNegaraIndonesia

publik Indonesia

Pasal 21
(1) Persyaratan dan tata carg
Warga Negara Indonesia
Republik Indonesia dilakuka
perpindahan penduduk.
(2) Klasifikasi perpindahan
ayat (1), sebagaiberikyt
a. dalamsatu desalkelurahan;
b. antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan:
c.antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota:

d. antarkabupaten alau kota dalam satu provinsi; atau
e. antarprovinsi.

pendaftaran perpindahan penduduk
dalam Wilayah Negara Kesatuan
n dengan memperhatikan klasifikasi

Penduduk sebagaimana dimaksud pada
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Pasal 22
Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara
Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, dilakukan
dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK,
dan KTP untukmendapatkan Surat Keterangan Pindah.
Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang
bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang
menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum
diterbitkan.

Pasal 23

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah

dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(2) huruf a, melapor kepada Kepala desallurah dengan

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut: '

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
PermohonanPindah:; "

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

d. Kepala desallurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah
Datang; dan

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk
dan Buku Mutasi Penduduk.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk ;

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam
KK yang tidak pindah;

b.  proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

c.perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 24
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan
memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengantatacara:
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| a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
PermohonanPindah;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;
d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk
dan Buku Mutasi Penduduk; dan
f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf
d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada
kepala desa/lurah tujuan.
(38) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam
KK yang tidak pindah; dan
b. perekamanke dalam database kependudukan.

Pasal 25

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, melaporkan kedatangannya kepada Kepala
desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat
KeteranganPindah.

(2) Pendaftaran penduduk  Warga Negara Indonesia di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengantatacara:

a. Penduduk mengisi  dan menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat
Keterangan Pindah Datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting:

c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk: dan

d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah
Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, digunakan sebagaidasar:

a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. perekaman ke dalamdatabase kependudukan.

Pasal 26

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengantatacara:
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a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
PermohonanPindah;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

c.Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

d. Kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda
tanganpada Surat Pengantar dari RT/RW;

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk
dan Buku Mutasi Penduduk; dan

f. Kepala desallurah/Petugas registrasi meneruskan berkas
Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada
huruf d kepada Camat.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan

tatacara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan
dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan

c.Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b
diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah
tujuan.

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b digunakan sebagaidasar:

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam
KK yang tidak pindah; dan

b. perekamanke dalam database kependudukan.

Pasal 27
Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, melaporkan kedatangannya kepada Kepala

desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat
Keterangan Pindah.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengantatacara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk; dan

d. Kepala desallurah menandatangani dan meneruskan
Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a kepada Camat.

Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk:

dan
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b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan
dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :

a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. perekamankedalamdatabase kependudukan.

Pasal 28

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala desa/lurah
dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengantatacara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
PermohonanPindah;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

d. Kepaladesa/lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah
antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk
dan Buku Mutasi Penduduk; dan

f. Kepala desaflurah/Petugas registrasi meneruskan berkas
Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud
pada huruf d kepada camat.

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruff dilakukan dengan tatacara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar
kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f; dan

c.Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan
Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar
penerbitan Surat Keterangan Pindah.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

Surat therangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk
untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan sebagaidasar:

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam
KK yang tidak pindah; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.
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Pasal 29

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepada kepala
desa/luran di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat
KeteranganPindah.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengantatacara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk; dan

d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan
Formulir  Permohonan Pindah Datang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huiuf d dilakukan dengan tatacara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
dan

b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah
Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi
Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan
Pindah Datang.

(4) - Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani
Surat Keterangan Pindah Datang.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), digunakan sebagai dasar:

a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. perekamanke dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 30

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan
bertransmigrasi meliputi :

Surat Pengantar RT/RW;

KK;

KTP;

Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

QO TP

Pasal 31
(1) Setiap Pendudgk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi
sebag aimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) hurufb, hurufc,
huruf d. dan firuf e berlaku persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, @engan tata cara sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal
28, dan Pasal 29 Peraturan Presiden Inf.

(2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang
menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang
memiliki 1zin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi
perpindahanpenduduk.

(2) Kiasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaiberikut:
a. dalamkabupaten/kota;
b. antarkabupaten/kotadalam satu provinsi; atau
c.antarprovinsi.

Pasal 33

1 Pelaporan pendaftaran Pindah Datan i

@ memiliki 1zin Tinggal Tetap dalam wilasahoﬁggargs?gsaﬁgg
Republikindonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. KK _
b. KTP untuk orangasing;
c.Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
d. Fotokoplklﬁartn.tu) hﬂn ENQQal Tetap: :
e. Menunjukkan buku Pengawasan -
f. Surat Keterangan Catatan Kepolig;?:g LA

(2) Pelaporan pepdaftaran Pindah Datang Orang Asing yang
memiliki 1zin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan
Republikindonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. SuratKeterangan Tempat Tinggal;
b. Fotokopi Paspor;
c.Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas: dan
d. SuratKeteranganCatatan Kepolisian.

Pasal 34
(1) Orang Asing yang memiliki I1zin
Asing yang memiliki Izin Tinggal
dengan klasifikasi sebagaimana
(2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan
membawa persyaratan _sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formuli
Keterangan Pindah Datang; g rmulir Surat

Tinggal Terbatas atau Orang
Tetap yang bermaksud pindah
dimaksud dalam Pasal 32 ayat
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b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasidata;

c.Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangain
Pindah Datang;

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan

e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan
Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ digunakan sebagai dasar:

a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah;

b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat
baru bagi Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas;
atau

c.Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang

Asingkepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 35

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) huruf b dan huruf ¢, melapor kepada Kepala Instansi

Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33.

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat
Keterangan Pindah Datang;

b. Petugas mela_kukan verifikasi dan validasi data;
c.Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk
dilaporkan ke daerah tujuan; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan:
Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) furuf € digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi

kepala/anggota kelUdrga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 36

Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas A\ Qrang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) huruf b dan huruf ¢, melaporkan kedatangannya kepada
Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan
Surat Keterangan Pindah Datang.

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data:

b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat

Keterangan Pindah Datang; dan
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c.Petugas merckam data dalam database kependudukan.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar .

a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang
Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap; atau

b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat
baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang

Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BagianKetiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 37
Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai
berikut:
a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk

ao

(M

)

3

(4)

menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-
turut;

Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah
dan menetap diIndonesia;

Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal
Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 38

P-endaftaran bagi pendgduk Warga Negara Indonesia yang akan
pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan
setelah memenuhi syarat berupa:

a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW-
b. KK; dan '

c.KTP.
Pendaftaran bagi War.
negeri sebagaimana
dengan memenuhi

penggantipaspor.

Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan
dengan memenuhi syarat berupa:

a. Paspor;dan

b. lzin Tinggal Terbatas.

Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan
dengan memenuhi syarat berupa;

a. KK dan KTP bagi Oran
tetap; dan

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yan
memiliki izin tinggal terbatas. 2 . i 2

gaNegaralndonesia yang datang dari luar
dimaksud dalam Pasai 37 huruf b dilakukan
Syarat berupa paspor atau dokumen

g Asing yang memiliki izin tinggal
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Pasal 39

Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, melapor

kepada Kepala desa/lurah dengan membawa syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengantatacara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat
Pengantar Pindah ke Luar Negeri:

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;

d. Kepala desal/lurah mengetahui dan menandatangani serta
meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri
sebagaimanadimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk
dan Buku Mutasi Penduduk.

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengantata cara:

a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk
diketahui Camat denganmembubuhkan tandatangan,

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

c.Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri
kepada InstansiPelaksana: dan

d. Petugas registrasi merekam data dalam database
kependudukan.
Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi

Pelaksana sebagaimana i c
dilakukan dengan tata cara: maksud pada ayat (3) huruf c,

a. Petugas menerima Syr
dari penduduk disertaj
dalam Pasal 38 ayat (1)

b. Petugas melakukan veri

c.Kepala Instansi Pelaksa
Surat Keteral)gan Pindah ke Luar Negeri;

d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah

. r[1)1 :[l;ﬂ? F})g?;[ﬁtklé?terang an Pindah ke Luar Negeri;

: uar i [
yang pindah dicabyt o a0 KK penduauk

oleh Instansi :
f. Dalam hal saty orang si Pelaksana; dan

d atau beberapa orang dari satu keluarga
pind?’hh ke *luar Negeri, Instansi Pelaksana melakukan
perubahan KK bagianggota keluarga yang tinggal.

at Pengantar Pindah ke Luar Negeri
persyaratan sebagaimana dimaksud
huruf b dan huruf c;

fikasi dan validasi data penduduk;

na menerbitkan dan menandatangani

Pasal 40
Surat Keterangan Pindah ke L

uar Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (4) hur

uf ¢, digunakan untuk pengurusan
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paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia
negaratujuan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di
perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga
Negaralndonesia di luar negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Warga Negara
Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri.

Pasal 41
Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, melapor kepada
Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani
formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
b. Petugas melakukan verifikasidan validasi data:
c.Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menanda-tangani
Surat KeteranganDatang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan
kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah dan RT/RW
tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang
dari Luar Negeri.
Kepala Desa/lLurah melakukan pendaftaran Warga Negara
quonesua yang melaporkan kedatangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat
dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiva
Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

5 - Pasal 42
rang AsIng yang datang dari
dimaksud dalam Pasgl 3 x 4
Pelaksana dengan mem
dalam Pasal 38 ayat (3).

Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada_ayat (1), dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir
Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas:

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi cfata;

c.Kepala Instansi Pelaksana menerbi '
rbitkan dan menandatangani
Surat Keterangan Tempat Tinggal: dan °

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang
Asing kepada Camat danKepala Desa/l urah.

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang
melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian

luar negeri sebagaimana
7 huruf ¢, melapor kepada Instansi
bawa syarat sebagaimana dimaksud
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Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk
Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 43
Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas yang berubah
status menjadi 1zin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi
Pelaksana dengan membawa persyaratan:
a. Paspor;
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal,
c.Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
d. SuratKeteranganCatatan Kepolisian. )
Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir
Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c.Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani
KK dan KTP Orang Asing; dan
d. Petugas registrasi merekam data dalam database
kependudukan.
Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang
Asing kepada Camat dan Kepa!a desa/Lurah.
Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang
melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwva Penting, Buku Induk
Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 44
Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, melapor kepada Instansi

Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir
Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasidata;

c.Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang
Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang
Asing yang akan pindah:

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan

e. Petugi’:ls ‘menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar
Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili.

Kepal'a_ Desal/lLurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang

telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurt_Jf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku

Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku

ma( (}1 Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.
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Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 45

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi
klasifikasi:

opow

M

()

)

(4)

(M

(2)

Penduduk korban bencana alam;
Penduduk korban bencana sosial;
Orangterlantar; dan

Komunitas terpencil.

Pasal 46

Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk
korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan
menyediakan:

a. Formulir pernyataankehilangandokumen kependudukan;

b. Formulirpendataan;

c.Dokumen kependudukan vyang tercatat dalam data
kependudukanInstansiPelaksana.

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan
menyediakan:

a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
b. Formulirpendataan.

Pendataan komunitas terpencj s - :
Pasal 45 huruf d, dilakup ebagaimana dimaksud dalam

ka :
menyediakan: n oleh Instansi Pelaksana dengan

a. Formulir keterangan atay
setempat;
b. Formulirpendataan.

Pendataan penduduk . <
dilakukan Tim Pendatag entan administrasi - kependudukan

i :
BupatiWalikota, yang dibentuk oleh Gubernur atau

Pengakuan dari Kepala Sukuw/Adat

Pasal 47
Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk

korban bgncana Sosial sebagaimana di

33{8 " ( 7) dllakuk_an g N lgtg ¢ dimaksud dalam Pasal 46

a. mendaldN{(f€7Cuduk ditempat penampungan sementara:

b. mengisikan formul( (emdataan untuk  ditandatangani
penduduk;

c.melakukan verifikasi dan valigas;-

d. mencatat dan merekam data L ek
ke Instansi Pelaksana: dan penduduk untuk disampaikan

e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti
Tandaldentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
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Pelaporan Pendu

(1)

)

(3

a. membuat data lokasi orang terlantar;

b. mendatangiorangteriantar;

c.mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani
penduduk;

d. melakukan verifikasi dan validasi;

e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan
ke Instansi Pelaksana; dan

f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang
Terlantar. i

Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (3), dilakukandengan tata cara:
a. mendatangilokasi komunitas terpencil;

b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani
penduduk;

c.melakukan verifikasi dan validasi;

d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan
ke InstansiPelaksana; dan

e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda
Komunitas.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat
Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(‘f) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana
dlmakS_Ud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda
Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi
dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen

kependudukan sesugj dengan peraturan perundangan-
undangan.

Bagian Kelima
duk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 48
Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri
dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras,
cacat fisik atau cacat mental.

Qrang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keluar§@ly@ #!au orang yang diberi kuasa.

Pasal 49

Pelaporan penduduk: yang tidak mampu $e@J@m@z dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian forulic yang
telah ditetapkan.
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Bagian Keenam

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Pendaftaran Penduduk diatur dalam PeraturanMenteri.

M
@)

M

2)

(3)

GAB W
PENCATATANSIPIL

Bagian Pertama
PencatatanKelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran diIndonesia

Pasal 51
Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada InstansiPelaksana di
tempat terjadinyakelahiran.
Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara
Indonesia;

b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara
Indonesia; '

c.tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan

f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan
orangtuanya.

Pasal 52
Pencatatan kelahiran penduduk \Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan
huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat kelai_wiran dari dokter/bidan/penolongkelahiran;
b. namadanidentitas saks;j kelahiran;
c. KK orangtug;

d. KTF_3 orangtua; dan
e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua.

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta
nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf ¢, huruf d dan huruf e, dilakukan
dengan memenuhi Syarat berupa:

a. Surgt kelahiran dari dokter/bidan/penolongkelahiran;

b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua,

€. KKdan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
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d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang
[zin Tinggal Terbatas; dan/atau
e. Paspor bagi pemegang lzin Kunjungan.
(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara
Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan

dengantatacara:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat
Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas
Registrasidikantor desa/kelurahan.

b. Formulir Surat KeteranganKelahiran sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala
Desa/lLurah,

c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat
Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk
diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, KepalaDesa/Lurah
menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat
Keterangan KelahirankepadaInstansiPelaksana.

e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi
Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada
KepalaDesa/lurah atau kepadapemohon.

Pasal 54
Pencatatan kelahiran = Penduduk \Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan
dengantatacara;

a. Penduduk Wargg Negara Indonesia mengisi Formulir Surat
Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari
dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau

" bapaknyakepada InstansiPelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil pada InstansiPelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55

Pencatatankelahiran Penduduk Qrang Asing sebagaimana dimaksud
da::m Pasal 51 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d, dilakukan dengan tata
cara:

a Pendqduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan
Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana
dm]aksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada InstansiPelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
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Pasal 56

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahirandengan
menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (3) huruf a dan huruf e kepadalnstansiPelaksana.

b. PejabatPencatatan Sipil pada InstansiPelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak
termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh
pejabat/petugas ditempat kelahiran.

(2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala
Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera
Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau
keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran
dengan_ menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi
Pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di LuarWilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

_ Pasal 59

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara
Kesatuan Rgpublik Indonesia dicatatkan pada instansi yang
berwenang di Négara setempat.

(2) Kelahiran Warga Negara /ndonesia yang telah dicatatkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). dilaporkan kepada
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuii syarat:

a. bukti Pencatatan kelahiran darinegara setempat;

b. fotokopi PasporRepublik Indonesia orangtua; dan

c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis
perkawinan orang tua.

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan tata cara:
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a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratankepada PejabatKonsuler.

b. Pejabat Konsuler mencatat laporankelahiran Warga Negara
Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia

dan memberikan surat bukti pencatatankelahiran darinegara
setempat.

Pasal 60
(1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan
kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara
Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat KeteranganLahir dari penolong kelahiran;
b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau

c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis
perkawinanorangtua.

(8) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tatacara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan
Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
PejabatKonsuler.

b. Pejabat Kor}suler mencatat dalam Register Akta Kelahiran
dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 61
(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan
data kelahiran sebagaimana difaksud dalam Pasal 59 ayat (3)
dan Pasal 60 ayat (3) kepada \nstansi Pelaksana melalui

departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerntahan
dalam negeri. :

(2) InstansiPelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam
database kependudukan.

Pasal 62

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan
Pasal 60 setelan kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi
Pelaksana atag UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan
membawa buktipelaporan/pencatatankelahiran dari luar negeri.

_ Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 63
(1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau
pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah NegaraKesatuan
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Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh
Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia
berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat
domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai
pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60,
Pasal 61, danPasal 62,

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

M

@

(1

)

(1)

)

Pasal 64
Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60
(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal
kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai
persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi
Pelaksana.
T_ata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara

pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal §3, Pasal 54,
Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal 65
Pencatatan pelaporan kel

ahiran ya i
(satu) tahun sejak tan yang melampaui batas waktu 1

ggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan
ke:)entugn mengenai persyaratan pencatatan kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan
penetapan Pengadilan Negeri.

T;ata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara

pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54,
Pasal 55, dan Pasa| 56,

Paragraf 5
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 66

Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi
syarat:

a. Suratpengantar RT dan RW; dan

b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan
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menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala
InstansiPelaksana.

(3) Kepala Desa/lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan
Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di
kecamatan.

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh
InstansiPelaksana.

Bagian Kedua
PencatatanPerkawinan

Paragraf 1

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia

Pasal 67
(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau
UPTDInstansi Pelalgsana tempat terjadinya perkawinan.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dlialgjkan ﬁengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat keterangan telah terjadin Kawi i
ya perkawinan dari pemuka
agama/pendeta atau  syrat perkawinan  Penghayat

Kepercayaan yang ditanda ta i
Kepercayaan; ngani oleh Pemuka Penghayat

b. KTP suamidan isteri:
c.Pas foto suami dan ister;;

d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri:
e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asfng.

(3) Pencatatan perkawinan - : 1
dilakukan dengan tata o fa?baga\mana dimaksud pada ayat (1)

a. Pasangan suami dan isedff
perkawinan pada UPTD
Instansi Pelaksana gen
sebagaimana dimaksud pa

b. Pejabat Pencatatan Sipj|l pag
Instansi Pelaksana mencatat p
menerbitkan Kutipan Akta Perk

c.Kutipan Akta Perkawinan seh
diberikankepada masing-masin 3 SR tor

d. Suami atau istri berkewaiip _
perkawinan kepada Instarjnlsian R, fggi pencatatan

Pelaksana tempat domisilinya. Pelaksana atau UPTD Instansi

gan melampirkan persyaratan
da ayat (2);

a8 UPTD |Instansi Pelaksana atau
ada Register Akta Perkawinan dan
awinan:

agaimana dimaksud pada huruf b

(1) Data hasil pencatatan KUAK

' ' AREC atas peristi erkawinan,

disampaikan kepada Instansi Pelaksana u?ntuk é‘f"akp b el
databasekependudukan. _ irekam

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tidak di
pirka\fvirian_ maksudkan untuk penerbitan kutipan akta
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Pasal 69 ]
Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan
dilakukan diInstansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara menunjukkanpenetapanpengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada

instansi yang berwenang di negara setempat.

Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa

fotokopi:

a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara
setempat;

b. PasporRepublikindonesia; dan/atau

c. KTP suamidan isteri bagi penduduk Indonesia.

Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukandengan tata cara -

a. Warga Negara Indonesia mengisi  Formulir Pelaporan
Perkawinan  dengan menyerahkan persyaratan kepada
PejabatKonsuler.

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga
Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara

Indonesia dan  memberikan surat bukti pencatatan
perkawinan darinegara setempat.

Pasal 71

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan
perkam_nan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh
Perwakilan Republik Indonesia,

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara
setempat;

b. Pas photo suamidan isteri:

C. fotokopi_ Paspor Republiklndonesia; dan

d. fotokopi KTP suamidan isteri bagi penduduk Indonesia.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tatacara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan
Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
PejabatKonsuler.
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b. PejabatKonsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan
dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 72

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan
data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
(3) dan Pasal 71 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui
departemenyang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan
dalam negeri.

Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke
dalamdatabase kependudukan.

Pasal 73

WargaNegaralndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan
Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan

membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan
Kutipan Akta Perkawinan.

M

@)

(3)

(4)

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 74

Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi

Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya

pembatalanperkawinan.

Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan

pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan,
mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan
Eg;alampir kan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan
memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan
serta ~menerbitkan  Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan;

C.Instansi. PelakSana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada suruf b memberitahukan
kepada Instansi Pelaksana atau UPTO (nstamsi Pelaksana
tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan

mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database
kependudukan.

BagianKetiga
PencatatanPerceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian diWilayah Negara Kesatuan

Q)
(2)

()

(4)

)

Republikindonesia

Pasal 75
Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau
UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta
Perkawinan.

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tatacara:

a. pPasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir
Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada
UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan
putusan  pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
lnstansi_Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian,
memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan
dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan
Kutipan Akta Perceraian;

¢-Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberikan kepada masing-masing suami ‘dan isteri yang
berceraj:

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban
memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan
peristiwaperkawinan,

Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berkewajl_ban mengirimkan  salinan  putusan pengadilan

Mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Instansi Pelaksana atay UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database
kependudukan,

Pasal 76
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Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang
telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan
kepadalnstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk
direkam ke dalam database kependudukan.

Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta
perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republikindonesia

Pasal 77
Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada
instansi yang berwenang di negara setempat.
Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:

a. Buktipencatatan perceraian darinegarasetempat;
b. AktaPerkawinan; dan

c. Fotokopi PasporRepublik Indonesia.

Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Perceraian ~dengan menyerahkan persyaratan kepada
Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga
Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara
Indonesia dan memberikan surat buktipencatatanperceraian
dari negara setempat:

¢.Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian WargaNegara
Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat
domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang
tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian

sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ mencatat dan
merekam ke dalam databasekependudukan.

Pasal 78

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan
perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada
Perwakilan Repubilik Indonesia.

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian di negara

setempat;

b. fotokopi PasporRepublik Indonesia; dan
c.Kutipan Akta Perkawinan.
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‘ (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan
Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada PejabatKonsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian,
memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta
Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

c.Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara
Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat
domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang
tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri:

d. InstansiPelaksana yang menerima data perceraian mencatat
dan merekam ke dalam databasekependudukan.

Pasai 79
Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali di Indonesia melapor ke
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili

dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar
negeri. '

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 80
(1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi
Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya
pembatalanperceraian.
(2)  Pencatatan pembatalan perceraiansebagaimanadimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan
PeNgadilan mengenai pembatalan perceraian _yang telzh
memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
(3) Pencatatgn Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. Pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan,
mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan

gt)-:-_lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

1

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansij Pelaksana memberikan catatan pinggir dan
Mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat

Eter‘.angan PembatalanPerceraian;

cnstansi “Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan
kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
tempét péncatatan peristiwa perceraian.

(4) Panitera Pengagdilan Mengiimkan salinan putusan pengadilan
mengenai pembatalan perceraiah sebagaimana dimaksud pada
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ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana tempat pencatatan peristiwaperceraian. :
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database
kependudukan.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan

M
@)

©)

M

&)

Republikindonesia

Pasal 81

Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau

UPTDInstansiPelaksana di tempat terjadinya kematian.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memenunhi syarat berupa:

a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat
Keterangan KepalaDesa/lLurah; dan/atau

b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor
desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana
atau UPTD Instansi Pelaksana; )

b. Kepala Desa/lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian

dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
d|gunakanseperlunya;

c.Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ memberitahukan data
hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau
UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang
bersangkutan:

e. Instansi Pelaksang atay UPTD Instansi Pelaksana tempat

domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan
merekam dalam database kependudukan.

Pasal @2

Pencatatan kemati \ (rdcg Asing dilakukan pada Instansi
Pelaksana atau Ut!l:?‘rr][t)a ?r?sgnsi %e\ak%ana al tempat terjadinya
kematian.

Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
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a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis; L i
b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap; . .
c.fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau e S

d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Kunjungan. _

Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau
UPTD InstansiPelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada InstansiPelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian:

c.Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data
hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksgna atau
UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang
bersangkutan;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ mencatat dan merekam
dalamdatabasekependudukan tempat domisili.

Pasal 83 '
Pencatatanpelaporankematian seseorang yang hilang atau mati
yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas
identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana di tempat tinggal pelapor.

Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada

ayatK( }1 ) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. .

b. Su_rat Keterangan Catatan Kepolisian; dan

c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang
hilang atau tidak diketahuij jenazahnya.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
K_ematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau
UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian:

C.Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat
dan merekam dalam database kependudukan.

Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan

Jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh
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Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat
diketemukanjenazahnya.

Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud padq
ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan
Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 84

Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang

berwenang di negara setempat.

Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:

a. SuratKeterangan Kematian dari negara setempat;

b. fotokopi PasporRepublik Indonesia; dan/atau

c.identitas lainnya.

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan
menyerahkan persyaratan kepada PejabatKonsuler,;

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian \Warga
Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara
Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian
atau Surat Keterangan Kematian darinegara setempat;

c.Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara

Indonesia kepada InstansiPelaksana di tempat domisili yang
bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya
meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat
dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 85

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan
kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan
pada Perwakilan Republik Indonesia.
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah

sakit di negara setempat;
b. PasporRepublik Indonesia; atau
c.identitas lainnya.
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara:
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menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Pejabat Konsuler; )

b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

c.Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara
Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat
domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang
tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; )

d. InstansiPelaksana di wilayah tempat domisili sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ mencatat dan merekam dalam
databasekependudukan.

Pasal 86

(1)  Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati
yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas
identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara
setempat atau yang terdekat.

(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau
instansilain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara -

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada PejabatKonsuler;

b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian: .

c.Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi
Pelaksana melalyj Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah
NegaraKesatuanRepublik Indonesia

Pasal 87

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada
(nStansi Pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana yang
menerbitkan Akia Kelzhiran.

(2) Pencatatan pengangkat@n amek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat bemupa fotokopi:

a. penetapanpengadilantentang pengangkatan anak;
b. Kutipan Akta Kelahiran:
c. KTP pemohon;

d. KK pemohon.
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Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukandengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat
dan merekam ke dalam database kependudukan;

c.Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada
Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2

PencatatanPengangkatan Anak Warga Negara Asing
oleh WargaNegaralndonesia di Luar Wilayah

(1)

)

)

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 88

Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh
Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di
negarasetempat.
Pencatatan_pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan
yang berlaku darinegara setempat;
b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan

c. fotokopi Paspordan/atau identitas lain orang tua angkat.
Pencatatan

. Pelaporan ' pengangkatan anak seba aimana
dimaksud pada ayat (2), dilakui?an %engan tata cara: ‘
a 8;?:9 tuap angkat mengisi dan menyerahkan Formulir
oy g(}{an engangkatan Anak Warga Negara Asing kepada
ejabat Kons_uler dengan melampirkan  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
b. Pejabat Konsuler mencatat peristiva pengangkatan anak
Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan

menerbitkan Surat Keterangan Pen ,

: gangkatanAnak;

c.Pejabat  Konsuler menyam aikan ia isti
pengangkatan anak s =l gt

: sebagaimana dimaksud pada huruf b
l;epada ‘nStal}Sli?elaksana melalui departemen yang bidang
Hgasnya meliputiurusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 89
Dalam A&l flegara Sete_mpat tidak menyelenggarakan pencatatan
pengangkatan anak (@rga Negara Asing oleh Warga Negara

Indonesia, pencatatan dllakukan gadz Penwakilan Republik
Indonesia.
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@

©)

(4)

(1)

@)

(1)

@)

)

Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memenuhi syarat berupa:

a. Kutipan Akta Kelahiran;

b. Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan

c.Paspor Warga Negaralndonesia atau identitas lainnya. _

Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan {?epubhk

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengantatacara: _

a. orang tua angkat mengisi dan menygrahkan Formulir
Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga
Negaralndonesia kepada Pejabat Konsuler;

b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam
DaftarPengangkatan Anak; ;

c.Pejabat  Konsuler menerbitkan Surat Keterangan
PengangkatanAnak.

Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada InstansiPelaksana

melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan

pemerintahan dalam negeri.

Pasal 90

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan
Pasal 89, dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di
Indonesiauntuk direkam dalam database kependudukan.
InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan
Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b dan Pasal 89 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 91

Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a sSurat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala
Desa/Lurah: ;

b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh
ibu kandung;

C. Kutipan Akta Kelahiran; dan

d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan
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@)

(3)

(1)

(2)
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta
Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan
Anak;

c.Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register
Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf ¢ merekam
datapengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal 92 ;

Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada lngtan51

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal

pemohon.

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala
Desa/lLurah;

b.  Kutipan Akta Kelahiran:

c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;

d. fotokopi KK; dan

e. fotokopi KTP pemohon.

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara:

@ pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Pengesahan Anak dengan melampirkan —persyaratan

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
InstansiPelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan
dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran
dan Kutipan Akta Kelahiran; :

C. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data
Pengesahan anak dalamdatabase kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 93 ;
Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan
Akta Pencatatan Sipil.
Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. salinan Penetapan pengadilan negeri tentang perubahan
nama;
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b. Kutipan Akta Catatan Sipil:

c.Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

d. fotokopi KK: dan

e. fotokopi KTP.

Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register
akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

cinstansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data
perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia

(1

2)

Pasal 94 .
Pencatatan pelaporan perubahan status kewz/ganegaraan dar
Warga Negara Asing menjadi Warga Negara |ndonesia dilakukart
pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di
tempat peristiwa Perubahan status kewarganegaraan.
Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

e PR 4 | i syarat
berupa: yat (1) dilakukan dengan memenuhi Sy

a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status

Kewarganegaraan menjadiWarga Negara Indonesia; atau

b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi
urusankewarganegaraan;

c.Kutipan Akta Catatan Sipil;

d. Kutipan Akta Perkawi . .
e. fotokopi KK: iNan bagi yang sudah kawin;

f. fotokopi KTP: dan
g. fotokopi Paspor.
Pencatatan per

i ubahar ' an sebagaimana
dimaksud pada N status kewarganegaraan sebagaima

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon men
Perubahan St
persyaratan s
InstansiPelak

gisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
atus Kewarganegaraan dengan melampirkan
ebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Sana atau UPTD Instansi Pelaksana;
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(1)

(2)

)

“

®)

Pencatatan Peruba
di LuarWilayah Nega

(1)

(2)

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register
akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; .

c.Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana merekam data perubahan status
kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b
dalamdatabasekependudukan.

Pasal 95 -
Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat
3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau
sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya,dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana
atau UPTD Instansi Pelaksana.
Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu
yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk memilih berakhir. .
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan
Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana.
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta
catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP
serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana
Mmerekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Paragraf 2
han Status Kewarganegaraan
ra Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 96 :

Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari

Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di

Perwakilan Republik Indonesia. :

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat

berupa;

a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari
Negarayangbersangkutan;

b. fo.tokopi Kutipan Akta Kelahiran;

c.Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan

d. fotokopi Paspor.
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)

" Pencatat

(0

@)
(3)

(4)

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelappran
Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
PejabatKonsuler;

b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas
pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat
dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan dj

luar negeri; .
c.Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pelepasan

Kewarganegaraanindonesia;

d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status
kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya
meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada
departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan
pemerintahan dalam negeri;

e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan
pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang
bersangkutan;

f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada Register
Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan
an Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 97

Pepcatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh
pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Inst_an_sn Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
Penstlwa! penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain perubahan jenis kelamin.

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;

b. KTP dan KK yangbersangkutan; dan

c.Akta Pencatatgn Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pelgp_or mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan
Perlstl\n{a Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi
Pe!aksana atau UPTDInstansi Pelaksana:

b. Pejabat_ Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas
pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta
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merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada
databasekependudukan;

c.Pejabat Pencatatan Sipil pada lrstarsi Pelzksana atau UPTD
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Re_glster
Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan

Pelaporan PendudukYang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

(1)

(&)

)

Pasal 98 -
Penduduk yang tidak mampu melakukan pe!apqran sendiri
dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana

atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada
orang lain.

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _ adalah
penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras,
cacatfisik atau cacat mental.

Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 99

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang
telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

(1

)

(3)

Pasal 100 ‘
Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat
Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif
Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum
d:s;rahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu
paaa:
a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta
Pencatatan sipil;
b." dokumen dimana terdapat kesalahantulis redaksiona).
Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah
diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi
syaratberupa:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta
pencatatan sipil;

b. kti(f{?@n akta dimanaterdapat kesalahan tulis redaksionai.
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Pasal 101

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata

cara:

a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan
sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan
tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi
persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk
menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan
tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan
sipil lama dari pemohon;

c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register
akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada

huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta
pencatatansipil.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 102

(1)  Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD
InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. \r?n)ig?buat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan
i
b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan

c.menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah
putusanpengadilan.

_ BagianKesebelas
Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.
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BAB IV

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DANBIAYA PELAYANAN

M

(2)

)

(1

)

BagianPertama
Penetapan Denda Administratif

Pasal 104

Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu

dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang.

Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan

mengenai : '

a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;

b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara
Indonesia;

c.pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;

d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas menjadi |zin Tinggal Tetap; .

e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

f. penduduk yang melakukan perubahan KK; atau

g. penduduk yang memperpanjang KTP.

Denda administratif dikenakan pula terhadap:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
mTemitiki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa

o

b. Penduduk Orang Asing yang memiliki |1zin Tinggal Terbatas
yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat
Tinggal.

Pasal 105

Pelaporan peristiva penting yang melampaui batas waktu

dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang.

Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan

mengenai :

3. kelahiran diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. kelahiran di [uar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia setelah kembalike Indonesia;

c.kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau
Pesawatterbang;

d. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

€. perka_winan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. perkawinan di (uar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indofigsia setelah kembalike Indonesia:

g. pembatalan perkawr’nan di wilayah Negara Kesatuan
Republiklndonesia;

h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia;
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i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia setelah kembali ke Indonesia;

j. pembatalanperceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

k.kematian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

I. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia setelah kembali ke Indonesia;

m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan
Republikindonesia setelah kembali ke Indonesia;

0. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesig;

q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

r.perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; atau
s.peristiwa penting lainnya.

) Pasal 106
Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang
memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas
waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 107

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diatur dalam
PeraturanDaerah.

(2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan memperhatikan Ketentuan Undang-
Undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota, dan bagi
Eae(ah Khusus Ibukota Jakarta merupakan penerimaan daerah

rovinsi.

. Bagian Kedua
Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

) Pasal 108

(1)  Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan
peraturandaerah masing-masing.

(2) Biaya pelayanan pencatatan sipil di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penerimaan negara bukan pajak.
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’ BAB YV

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 109
Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil yang berlaku pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai
dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 110
Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat Peraturan

Presiden ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Presiden
ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta

padatanggal 4 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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